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ABSTRAK 

 
 

PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON 

(BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh:  

 

SHIFA ANDIRA PUTRI 

 

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu masih belum optimal, sehingga 

diterbitkan kebijakan berupa program Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) 

untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memberikan kemudahan bagi 

Bapenda dalam melakukan pengelolaan pajak agar lebih berintergritas, profesional 

dan transparan. Program ini diterbitkan untuk melaksanakan perintah/amanat dalam 

Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan program 

BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu? (2) 

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLANKON untuk 

meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu?  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan 

prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data 

diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan program BLANKON memudahkan 

masyarakat memperbaiki data dan membayar PBB-P2 tanpa harus datang ke kantor 

Bapenda, cukup melalui kantor pekon/kelurahan setempat yang sudah terhubung 

secara online, sehingga proses lebih efisien dan nantinya berimbas kepada realisasi 

penerimaan PBB-P2 yang meningkat. Meskipun pada tahun 2023 pertama 

pelaksanaan capaian realisasi masih rendah, namun pada tahun berikutnya mulai 

menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan 

membutuhkan waktu untuk adaptasi. (2) Faktor penghambat pelaksanaan program 

BLANKON, yaitu keterbatasan SDM, kendala teknis dan infrastruktur, kurangnya 

tingkat kesadaran wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi. 

 

 

Kata kunci: Pajak Daerah, PBB-P2, Program BLANKON, Pendapatan Asli 

Daerah, Kabupaten Pringsewu, Inovasi Pelayanan Publik. 



iii 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE BAPENDA PROGRAM SERVING FROM 

THE PEKON (BLANKON) TO INCREASE PBB-P2 RECEIPTS IN 

PRINGSEWU DISTRICT 

 

By: 

 

SHIFA ANDIRA PUTRI 

 

PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency is still suboptimal, so a policy was issued in 

the form of the Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) program to increase 

PBB-P2 revenue and facilitate Bapenda in managing taxes with greater integrity, 

professionalism, and transparency. This program was issued to implement the 

mandate of Article 386 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government 

and Law Number 30 of 2014 concerning Regional Administration. The research 

questions are: (1) How is the BLANKON program implemented to increase PBB-P2 

revenue in Pringsewu Regency? (2) What inhibiting factors influence the 

implementation of the BLANKON program in increasing PBB-P2 revenue in 

Pringsewu Regency? 

 

The research method used is an empirical juridical approach with data collection 

procedures through field studies and literature review. Data were processed through 

identification, classification, and compilation. The data analysis used was descriptive 

qualitative. 

 

The results of this study are: (1) The implementation of the BLANKON program 

makes it easier for people to correct data and pay PBB-P2 without having to come to 

the Bapenda office, simply through the local village/sub-district office which is 

connected online, so that the process is more efficient and will later have an impact 

on the realization of increased PBB-P2 receipts. Although in 2023 the first 

implementation of the realization achievement was still low, but in the following year 

it began to show an increase. This shows that service innovation requires time for 

adaptation. (2) Inhibiting factors in the implementation of the BLANKON program, 

namely limited human resources, technical and infrastructure constraints, low levels 

of taxpayer awareness, and lack of socialization. 

 

 

Keywords: Regional Tax, PBB-P2, BLANKON Program, Local Original 

Income, Pringsewu Regency, Public Service Innovation. 
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MOTTO 

 

 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada 

hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah 

dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar 

Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. 

 

(QS. At-Taubah : 29) 

 

 

“Kesadaran membayar pajak adalah kunci keberlanjutan pembangunan bangsa”. 

(Jusuf Kalla) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak adalah kontribusi wajib ke$pada ne$gara yang te$rgantung ole$h orang pribadi atau 

be$rarti yang be$rsifat m$e$m$aksa be$rdasarkan undang-undang de$ngan tidak 

m$e$ndapatkan im$balan se$cara langsung dan digunakan untuk ke$pe$rluan ne$gara bagi 

ke$m$akm$uran rakyat.1 Pajak m$e$rupakan salah satu sum$be$r pe$ne$rim$aan ne$gara yang 

digunakan untuk pe$m$bangunan m$asyarakat Indone$sia se$cara m$e$nye$luruh. Pajak 

dike$nakan ke$pada warga ne$gara Indone$sia dan m$e$rupakan suatu ke$wajiban yang 

dapat dilaksanakan.  

 

Je$nis pungutan yang ada di Indone$sia antara lain pajak ne$gara (pajak pusat), pajak 

dae$rah, re$tribusi dae$rah, pajak be$a dan cukai, dan pe$ne$rim$aan ne$gara bukan pajak. 

Salah satu pos Pe$ndapatan Asli Dae$rah (PAD) dalam$ anggaran pe$ndapatan dan 

be$lanja dae$rah adalah pajak dae$rah. Pajak di Indone$sia dibe$dakan m$e$njadi pajak 

pusat dan pajak dae$rah be$rdasarkan ke$we$nangan pe$m$ungutannya. Pajak pusat adalah 

pajak yang dipungut dan dike$lola ole$h pe$m$e$rintah pusat. Dan di sisi lain, pajak 

dae$rah adalah pajak yang dike$lola ole$h pe$m$e$rintah dae$rah dan kotam$adya untuk 

m$e$m$bantu m$e$ndukung pe$ndapatan  dae$rah. 

 

Pajak dae$rah m$e$rupakan sum$be$r pe$ndapatan yang sangat pe$nting bagi dae$rah, kare$na 

pe$laksanaan otonom$i dae$rah akan dapat te$rwujud apabila didukung ole$h sum$be$r daya 

ke$uangan yang  m$e$m$adai. Salah satunya de$ngan pe$nguatan kapasitas ke$uangan 

dae$rah te$rhadap pe$nge$lola rum$ah tangga. Otonom$i dae$rah di bawah Ne$gara  

Ke$satuan Re$publik Indone$sia tidak hanya diukur dari be$sarnya PAD yang dapat 

                                                        
1 Yuswanto, dkk, Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPU, 2013). hlm. 9 
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dicapai te$tapi le$bih dari itu, yaitu pajak dae$rah dan re$tribusi dae$rah dapat be$rpe$ran 

dalam$ m$e$ngatur pe$re$konom$ian suatu m$asyarakat agar dapat tum$buh dan 

be$rke$m$bang. Banyak ke$giatan ne$gara ataupun dae$rah yang sangat be$rgantung pada 

pe$ndapatan pajak. Hal ini m$e$njadikan se$ktor pajak se$bagai salah satu sum$be$r 

pe$ndapatan yang  se$lalu diandalkan ole$h pe$m$e$rintah dae$rah dalam$ m$e$ndukung 

pe$m$bangunan dan pe$layanan publik. 

 

Salah satu  pajak dae$rah yang harus dibayar  m$asyarakat se$bagai wajib pajak adalah 

Pajak Bum$i dan Bangunan (PBB). Se$te$lah diundangkannya Undang-Undang Nom$or 

28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah, Pajak Bum$i dan 

Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2) dialihkan m$e$njadi pajak dae$rah. 

M$e$nurut Dire$ktorat Je$nde$ral Pe$rim$bangan Ke$uangan, hal yang m$e$ndasari dan 

m$e$njadi alasan utam$a pe$ngalihan  PBB-P2 ke$ Pajak Dae$rah  antara lain:2 Pe$rtam$a, 

be$rdasarkan te$ori PBB-P2 le$bih be$rsifat lokal (local origin), visibilitas, obje$k pajak 

tidak be$rpindah-pindah (im$m$obile$), dan te$rdapat hubungan yang e$rat antara 

pe$m$bayar pajak de$ngan pihak yang m$e$m$pe$role$h m$anfaat dari hasil pajak te$rse$but. 

Ke$dua, pe$ngalihan PBB-P2 diharapkan dapat m$e$ningkatkan PAD se$kaligus 

m$e$m$pe$rbaiki struktur Anggaran Pe$ndapatan dan Be$lanja Dae$rah (APBD). Ke$tiga, 

untuk m$e$ningkatkan pe$layanan publik, akuntabilitas dan transparansi  pe$nge$lolaan 

PBB-P2. Ke$e$m$pat, be$rdasarkan praktik di banyak ne$gara, PBB-P2 atau Prope$rty Tax 

te$rm$asuk dalam$ je$nis Local Tax. 

 

Pe$m$e$rintah Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu m$e$rupakan salah satu Kabupate$n di 

Provinsi Lam$pung yang se$lalu be$rusaha untuk m$e$ngoptim$alkan pe$m$bangunan 

dae$rahnya. Pe$m$e$rintah Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu te$rus m$e$ningkatkan 

pe$ndapatan asli dae$rahnya de$ngan cara m$e$nge$lola sum$be$r-sum$be$r pe$ndapatan 

dae$rahnya de$ngan se$baik m$ungkin, kare$na de$ngan se$m$akin m$e$ningkatnya PAD 

m$aka APBD akan m$e$ningkat pula. Salah satunya yakni de$ngan m$e$ningkatkan PAD 

                                                        
2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014) 
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dari se$ktor pajak khususnya PBB-P2 yang kini ke$we$nangannya te$lah dialihkan dari 

Pe$m$e$rintah Pusat ke$pada Pe$m$e$rintah Dae$rah.3 

 

Pe$m$e$rintah Dae$rah te$rus m$e$lakukan inovasi untuk m$e$ngoptim$alkan pote$nsi PAD, 

khususnya pajak dae$rah. Guna m$e$m$pe$rm$udah m$asyarakat dalam$ m$e$m$bayar pajak 

dae$rah, khususnya PBB-P2, Pe$m$e$rintah Kabupate$n Pringse$wu m$e$lalui Badan 

Pe$ndapatan Dae$rah (Bape$nda) m$e$luncurkan program$ Blankon  (Bape$nda M$e$layani 

dari Pe$kon) se$bagai bagian tak te$rpisahkan dari upaya optim$alisasi aplikasi e$-pajak 

Pringse$wu. 

 

Be$rke$naan de$ngan hal te$rse$but, program$ BLANKON (Bape$nda M$e$layani dari 

Pe$kon) m$e$rupakan langkah yang dite$m$puh untuk m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan pajak 

dae$rah pada se$ktor PBB-P2. Se$lain itu juga m$e$m$be$rikan ke$m$udahan bagi Bape$nda 

Pringse$wu dalam$ m$e$lakukan pe$nge$lolaan pajak dae$rah agar le$bih be$rinte$rgritas, 

profe$ssional dan transparan. Adapun yang m$e$njadi dasar hukum$ dalam$ pe$laksanaan 

ke$giatan ini yakni Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan 

Dae$rah, Undang-Undang Nom$or 30 Tahun 2014 te$ntang Adm$inistrasi Pe$m$e$rintahan,  

Undang-Undang Nom$or 1 Tahun 2022 te$ntang Hubungan Ke$uangan Antara 

Pe$m$e$rintah Pusat dan Pe$m$e$rintahan Dae$rah. Ke$m$udian Pe$raturan Pe$m$e$rintah 

Nom$or 35 Tahun 2023 te$ntang Ke$te$ntuan Um$um$ Pajak Dae$rah dan Re$tribusi 

Dae$rah. Se$rta Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu Nom$or 03 Tahun 2011 

te$ntang Pajak Dae$rah se$bagaim$ana te$lah diubah de$ngan Pe$raturan Dae$rah Nom$or 05 

Tahun 2019 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua Atas Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu 

Nom$or 03 Tahun 2011 te$ntang Pajak Dae$rah.4  

 

Pada tahun 2023 pe$ne$rim$aan Pajak Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu ditarge$tkan naik 

m$e$njadi Rp 48.000.000.000, dari se$be$lum$nya Rp 40.200.000.000 de$m$ikian juga 

                                                        
3 Budi Setiawan, dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Serta Pengaruhnya 
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”, Jurnal Paradigma Ekonomika, 
Vol.15, No.2, (Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Jambi, 2020). hlm. 184 
4 https://radartanggamus.disway.id/read/12006/tingkatkan-pelayanan-pajak-daerah-pemkab-
launcing-blankon-e-pajak-pringsewu, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 13.55 WIB. 

https://radartanggamus.disway.id/read/12006/tingkatkan-pelayanan-pajak-daerah-pemkab-launcing-blankon-e-pajak-pringsewu
https://radartanggamus.disway.id/read/12006/tingkatkan-pelayanan-pajak-daerah-pemkab-launcing-blankon-e-pajak-pringsewu
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targe$t pada tahun 2024 m$e$ndatang.5 Targe$t pada PBB m$asih be$lum$ te$rcapai, untuk 

tahun 2024 targe$t PBB dite$tapkan se$be$sar Rp16 m$iliar. Hingga Se$pte$m$be$r 2024 

pe$ncapaiannya m$asih di bawah 50%.6 Be$be$rapa faktor m$e$ngham$bat pe$ncapaian 

targe$t te$rse$but, te$rm$asuk pe$m$bayaran m$anual yang dilakukan warga ke$pada kole$ktor, 

yang se$ring kali tidak dise$torkan ke$ kas dae$rah, se$rta adanya pe$m$ilik ase$t yang 

tinggal di luar wilayah Pringse$wu. 

 

Be$rdasarkan latar be$lakang te$rse$but, pe$nulis te$rtarik untuk m$e$nulis dan m$e$lakukan 

pe$ne$litian m$e$nge$nai “Pelaksanaan Program BLANKON Untuk Meningkatkan 

Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Pringsewu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Be$rdasarkan uraian latar be$lakang di atas, m$aka dapat dirum$uskan pokok 

pe$rm$asalahan yang akan diangkat adalah se$bagai be$rikut: 

a. Bagaim$ana pe$laksanaan program$ BLANKON untuk m$e$ningkatkan 

pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n Pringse$wu? 

b. Faktor pe$ngham$bat yang m$e$m$pe$ngaruhi pe$laksanaan program$ BLANKON 

untuk m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n Pringse$wu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 
Be$rdasarkan rum$usan m$asalah diatas, m$aka tujuan pe$ne$litian ini adalah: 

a. Untuk m$e$nge$tahui pe$laksanaan program$ BLANKON untuk m$e$ningkatkan 

pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n Pringse$wu. 

b. Untuk m$e$nge$tahui faktor pe$ngham$bat m$e$m$pe$ngaruhi pe$laksanaan program$ 

BLANKON untuk m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n 

Pringse$wu. 

 

                                                        
5 https://radarlampung.bacakoran.co/read/993/blankon-mudahkan-masyarakat-bayar-pbb-p2, 
diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 10.25 WIB. 
6 https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438532096/bapenda-pringsewu-
luncurkan-program-blangkon-untuk-permudah-pelayanan-pajak?page=all, diakses pada tanggal 28 
September 2024, pukul 10.40 WIB. 

https://radarlampung.bacakoran.co/read/993/blankon-mudahkan-masyarakat-bayar-pbb-p2
https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438532096/bapenda-pringsewu-luncurkan-program-blangkon-untuk-permudah-pelayanan-pajak?page=all
https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438532096/bapenda-pringsewu-luncurkan-program-blangkon-untuk-permudah-pelayanan-pajak?page=all
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1.4 Manfaat Penelitian  

 
Be$rdasarkan pe$rm$asalahan yang akan dibahas, m$anfaat pe$ne$litian ini adalah: 

a. M$anfaat Te$oritis, Pe$ne$litian ini diharapkan dapat m$e$nam$bah pe$nge$tahuan 

se$rta pe$nge$m$bangan kajian ilm$u Hukum$ Adm$inistrasi Ne$gara, khususnya 

dibidang Hukum$ Pajak Dae$rah. 

b. M$anfaat Praktis, antara lain: 

1) Bagi Pe$nulis, Pe$ne$litian ini diharapkan dapat m$e$njadi bahan kajian 

ilm$iah dibidang Hukum$ Pajak Dae$rah, khususnya dibidang Pajak 

Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2). 

2) Bagi Pe$m$e$rintah Dae$rah, Pe$ne$litian ini diharapkan dapat m$e$m$be$rikan 

sum$bangan pe$m$ikiran dalam$ m$e$ngoptim$alkan pe$ne$rim$aan pajak 

dae$rah dari pe$m$ungutan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan 

Pe$rkotaan (PBB-P2). 

3) Bagi M$asyarakat, Pe$ne$litian ini diharapkan dapat m$e$njadi salah satu 

sum$be$r inform$asi m$e$nge$nai pe$laksanaan program$ BLANKON untuk 

m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan 

Pe$rkotaan (PBB-P2).  

4) Bagi Pe$ne$liti lainnya, Pe$ne$litian ini diharapkan dapat m$e$njadi acuan 

dan re$fe$re$nsi dalam$ m$e$m$buat pe$ne$litian m$e$nge$nai Pajak Bum$i dan 

Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kewenangan 

 

2.1.1 Pengertian dan Sumber-Sumber Kewenangan 

 

Ke$we$nangan (authority) adalah hak untuk m$e$lakukan se$suatu atau m$e$m$e$rintah orang 

lain untuk m$e$lakukan se$suatu agar te$rcapai tujuan te$rte$ntu. Ke$we$nangan se$ringkali 

dikaitkan de$ngan ke$kuasaan. Ole$h kare$na itu, ke$we$nangan m$e$rupakan ciri khas dari 

suatu ne$gara yang m$e$m$iliki ke$kuasaan. Ke$kuasaan biasanya be$rbe$ntuk hubungan 

dalam$ arti bahwa ada satu pihak yang m$e$m$e$rintah dan pihak lain yang dipe$rintah 

(the$ rule$ and the$ rule$d).7 

 

Kata “ke$we$nangan” be$rasal dari kata dasar ‘we$we$nang’ yang dapat diartikan se$bagai 

hal be$rwe$nang; hak dan ke$kuasaan yang dipunyai untuk m$e$lakukan se$suatu. 

Ke$we$nangan m$e$rupakan ke$kuasaan yang diform$alkan, baik te$rhadap se$ke$lom$pok 

orang te$rte$ntu m$aupun ke$kuasaan te$rhadap suatu bidang pe$m$e$rintahan te$rte$ntu 

se$cara bulat, yang be$rasal dari ke$kuasaan le$gislatif, ataupun ke$kuasaan pe$m$e$rintah.  

 

Se$cara konse$ptual, istilah we$we$nang atau We$we$nang m$e$rupakan bagian yang sangat 

pe$nting dalam$ Hukum$ Tata Pe$m$e$rintahan (Hukum$ Adm$inistrasi), kare$na 

pe$m$e$rintahan baru dapat m$e$njalankan fungsinya atas dasar we$we$nang yang 

dipe$role$hnya. Ke$we$nangan se$cara um$um$ m$e$rupakan lingkup ke$kuasaan yang 

dim$iliki se$se$orang atau ke$lom$pok untuk m$e$m$e$rintah, m$e$ngatur, dan m$e$njalankan 

                                                        
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 35 
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tugas di bidangnya m$asing-m$asing.8 Fungsi adalah suatu ke$giatan yang dijalankan 

ole$h pim$pinan ataupun suatu badan dalam$ m$e$ngam$ati, m$e$m$bandingkan tugas dan 

pe$ke$rjaan yang dibe$bankan ke$pada aparat pe$laksana de$ngan standar yang te$lah 

dite$tapkan guna m$e$m$pe$rte$bal rasa tanggung jawab untuk m$e$nce$gah pe$nyim$pangan 

dan m$e$m$pe$rbaiki ke$salahan dalam$ pe$laksanaan pe$ke$rjaan.9Se$cara pe$nge$rtian be$bas, 

ke$we$nangan m$e$rupakan hak se$se$orang untuk m$e$lakukan se$suatu tindakan de$ngan 

batas-batas te$rte$ntu yang diakui ole$h orang lain dalam$ ke$lom$pok te$rte$ntu. 

 

Dalam$ hukum$ adm$inistrasi ne$gara, we$we$nang pe$m$e$rintahan yang be$rsum$be$r dari 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang se$cara te$ori te$rdapat 3 (tiga) cara untuk 

m$e$m$pe$role$h ke$we$nangan bagi pe$jabat tata usaha ne$gara yakni atribusi (atributie$), 

de$le$gasi (de$le$gatie$) dan m$andat (m$andaat). 

 

Pe$ndapat dari H.D. Van Wijk dan Wille$m$ Konijne$nbe$lt m$e$nge$m$ukakan cara 

m$e$m$pe$role$h we$we$nang pe$m$e$rintahan diklarifikasikan atas 3 (tiga) cara m$e$lalui: 

a. Atributie$: Toe$ke$ning van e$e$n be$stuursbe$ve$voe$ghe$id door e$e$n we$tge$ve$r aan 

e$e$n be$stuursorgan, atau atribusi adalah pe$m$be$rian we$we$nang pe$m$e$rintahan 

ole$h pe$m$buat undang-undang ke$pada pe$m$e$rintahan.10 

Atribusi adalah ke$kuasaan untuk m$e$ngam$bil ke$putusan (be$sluit) yang tim$bul 

langsung dari hukum$ dalam$ arti m$ate$riil. Atribusi ini juga dikatakan se$bagai 

m$e$tode$ um$um$ untuk m$e$m$pe$role$h ke$kuasaan ne$gara. 

Dari pe$nge$rtian te$rse$but je$las bahwa ke$we$nangan yang dipe$role$h m$e$lalui 

atribusi ole$h suatu instansi pe$m$e$rintah m$e$rupakan ke$we$nangan yang 

se$be$narnya, kare$na ke$we$nangan te$rse$but be$rasal langsung dari pe$raturan 

pe$rundang-undangan. De$ngan kata lain, atribusi be$rarti tim$bulnya 

                                                        
8 Rafly Rilandi Puasa, dkk, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di 
Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, EKSEKUTIF: Jurnal 
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam 
Ratulangi:2018), hlm. 3 
9 Nurmayani, S.H., M.H., Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Univertsitas Lampung, 
2009). hlm. 82 
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers 2008). hlm. 104-105 



8 
 

ke$we$nangan baru yang se$be$lum$nya ke$we$nangan te$rse$but tidak dim$iliki ole$h 

instansi pe$m$e$rintah te$rkait. 

b. De$le$gatie$: Ove$rdracht van e$e$n be$voe$ghe$id van he$t e$e$n be$stuursorgan aan 

e$e$n ande$r, atau de$le$gasi adalah pe$lim$pahan we$we$nang pe$m$e$rintahan dari 

satu organ pe$m$e$rintahan ke$pada organ pe$m$e$rintahan lain.11 

Dalam$ hal de$le$gasi m$e$nge$nai prose$dur pe$lim$pahannya be$rasal dari suatu 

organ pe$m$e$rintahan ke$pada organ pe$m$e$rintahan yang lainnya de$ngan 

pe$raturan pe$rundang-undangan, de$ngan tanggung jawab dan tanggung gugat 

be$ralih ke$ de$le$gataris. Pe$m$be$ri de$le$gasi tidak dapat m$e$nggunakan we$we$nang 

itu lagi, ke$cuali se$te$lah ada pe$ncabutan de$ngan be$rpe$gang de$ngan asas 

“contrarius actus”. Artinya, se$tiap pe$robahan, pe$ncabutan suatu pe$raturan 

pe$laksanaan pe$rundang- undangan, dilakukan ole$h pe$jabat yang m$e$ne$tapkan 

pe$raturan dim$aksud, dan dilakukan de$ngan pe$raturan yang se$taraf atau yang 

le$bih tinggi.12 

c. M$andat: E$e$n be$stuursorgan laat zijn be$voe$ghe$id nam$e$s huwe$s uitoe$fe$ne$n 

door e$e$n ande$r, artinya m$andat te$rjadi ke$tika organ pe$m$e$rintahan 

m$e$ngizinkan ke$we$nangan nya dijalankan ole$h organ lain atas nam$anya.13 

Dalam$ hal m$andat, prose$dur pe$lim$pahan dalam$ rangka hubungan atasan 

bawahan yang be$rsifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat 

te$tap pada pe$m$be$ri m$andat. Se$tiap saat pe$m$be$ri m$andat dapat m$e$nggunakan 

se$ndiri we$we$nang yang dilim$pahkan itu.14 

 

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah 

 

Se$cara konstitusional pe$m$e$rintah dae$rah m$e$ndapatkan ke$we$nangan atribusi, yaitu 

ke$we$nangan yang dipe$role$h be$rdasarkan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah, 

m$e$nyatakan bahwa “Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia dibagi atas Dae$rah 

Provinsi dan Dae$rah Provinsi itu dibagi atas Dae$rah Kabupate$n dan Kota”, de$ngan 

                                                        
11 Ibid 
12 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 
UniversityPress, 2014). hlm. 8 
13 Ridwan HR, Loc.Cit 
14 Philipus M.Hadjon, Loc.Cit 
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pe$nye$rahan Urusan Pe$m$e$rintahan ole$h Pe$m$e$rintah Pusat ke$pada Dae$rah Otonom$ 

be$rdasarkan Asas Otonom$i (De$se$ntralisasi), yang dijalankan be$rdasarkan Otonom$i 

Dae$rah. 

 

Prinsip otonom$i dae$rah yang dianut ole$h Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 

te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah adalah otonom$i dae$rah yang luas, nyata dan 

be$rtanggung jawab. De$ngan prinsip otonom$i luas, nyata dan be$rtanggung jawab, 

m$aka m$e$m$be$rikan ke$we$nangan yang le$bih banyak ke$pada dae$rah Kabupate$n/Kota 

yang didasarkan atas asas de$se$ntralisasi. 

 

Ke$we$nangan otonom$i luas, nyata dan be$rtanggung jawab se$bagaim$ana dim$aksud 

dalam$ Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah adalah:  

a. Otonom$i luas adalah ke$le$luasaan dae$rah untuk m$e$nye$le$nggarakan 

pe$m$e$rintah yang m$e$ncakup ke$we$nangan se$m$ua bidang ke$cuali ke$we$nangan 

politik luar ne$ge$ri, pe$rtahanan, ke$am$anan, pe$radilan, m$one$te$r, fiskal, agam$a 

se$rta ke$we$nangan bidang lainnya, yang dite$tapkan de$ngan pe$raturan 

pe$m$e$rintah. Di sam$ping itu ke$le$luasaan otonom$i dae$rah m$e$ncakup pula 

ke$we$nangan yang utuh dan bulat dalam$ pe$nye$le$nggaraan m$ulai dari 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, pe$ngawasan, pe$ngadilan dan e$valuasi.15 

b. Otonom$i nyata adalah ke$le$luasaan dae$rah untuk m$e$nye$le$nggarakan 

ke$we$nangan pe$m$e$rintah di bidang te$rte$ntu yang se$cara nyata dan dipe$rlukan 

se$rta tum$buh dan be$rke$m$bang di dae$rah.  

c. Otonom$i yang be$rtanggung jawab adalah m$e$rupakan pe$rwujudan 

pe$rtanggungjawaban se$bagai konse$kue$nsi pe$m$be$rian hak dan be$rke$m$bang di 

dae$rah. 

 

Be$rdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan 

Dae$rah, dise$butkan bahwa: 

1) Urusan Pe$m$e$rintahan te$rdiri atas urusan pe$m$e$rintahan absolut, urusan 

pe$m$e$rintahan konkure$n, dan urusan pe$m$e$rintahan um$um$.  

                                                        
15 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, (Jakarta: Yellow Printing, 2007). hlm. 10 
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2) Urusan pe$m$e$rintahan absolut se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) adalah 

Urusan Pe$m$e$rintahan yang se$pe$nuhnya m$e$njadi ke$we$nangan Pe$m$e$rintah 

Pusat.  

3) Urusan pe$m$e$rintahan konkure$n se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) adalah 

Urusan Pe$m$e$rintahan yang dibagi antara Pe$m$e$rintah Pusat dan Dae$rah 

provinsi dan Dae$rah kabupate$n/kota.  

4) Urusan pe$m$e$rintahan konkure$n yang dise$rahkan ke$ Dae$rah m$e$njadi dasar 

pe$laksanaan Otonom$i Dae$rah.  

5) Urusan pe$m$e$rintahan um$um$ se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) adalah 

Urusan Pe$m$e$rintahan yang m$e$njadi ke$we$nangan Pre$side$n se$bagai ke$pala 

pe$m$e$rintahan. 

 

Ke$m$udian dise$butkan dalam$ Pasal 10 Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 

te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah m$e$nge$nai urusan pe$m$e$rintahan absolut, yaitu: 

1) Urusan pe$m$e$rintahan absolut se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 9 ayat (2) 

m$e$liputi: 

a. politik luar ne$ge$ri; 

b. pe$rtahanan; 

c. ke$am$anan;  

d. yustisi; 

e$. m$one$te$r dan fiskal nasional; dan 

f. agam$a. 

2) Dalam$ m$e$nye$le$nggarakan urusan pe$m$e$rintahan absolut se$bagaim$ana 

dim$aksud pada ayat (1), Pe$m$e$rintah Pusat: 

a. m$e$laksanakan se$ndiri; atau 

b. m$e$lim$pahkan we$we$nang ke$pada Instansi Ve$rtikal yang ada di Dae$rah atau 

gube$rnur se$bagai wakil Pe$m$e$rintah Pusat be$rdasarkan asas De$konse$ntrasi. 
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Se$lanjutnya dije$laskan dalam$ Pasal 11 Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 

te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah m$e$nge$nai urusan pe$m$e$rintahan konkure$n, yaitu: 

1) Urusan pe$m$e$rintahan konkure$n se$bagaim$ana di m$aksud dalam$ Pasal 9 ayat 

(3) yang m$e$njadi ke$we$nangan Dae$rah te$rdiri atas Urusan Pe$m$e$rintahan 

Wajib dan Urusan Pe$m$e$rintahan Pilihan. 

2) Urusan Pe$m$e$rintahan Wajib se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) te$rdiri atas 

Urusan Pe$m$e$rintahan yang be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar dan Urusan 

Pe$m$e$rintahan yang tidak be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar. 

3) Urusan Pe$m$e$rintahan Wajib yang be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar 

se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (2) adalah Urusan Pe$m$e$rintahan Wajib 

yang se$bagian substansinya m$e$rupakan Pe$layanan Dasar. 

 

Dan dalam$ Pasal 12 Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan 

Dae$rah, m$e$nye$butkan bahwa: 

1) Urusan Pe$m$e$rintahan Wajib yang be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar 

se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 11 ayat (2) m$e$liputi: 

a. pe$ndidikan; 

b. ke$se$hatan; 

c. pe$ke$rjaan um$um$ dan pe$nataan ruang; 

d. pe$rum$ahan rakyat dan kawasan pe$rm$ukim$an;  

e$. ke$te$nte$ram$an, ke$te$rtiban um$um$, dan pe$lindungan m$asyarakat; dan 

f. sosial. 

2) Urusan Pe$m$e$rintahan Wajib yang tidak be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar 

se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 11 ayat (2) m$e$liputi: 

a. te$naga ke$rja; 

b. pe$m$be$rdayaan pe$re$m$puan dan pe$lindungan anak;  

c. pangan; 

d. pe$rtanahan; 

e$. lingkungan hidup; 

f. adm$inistrasi ke$pe$ndudukan dan pe$ncatatan sipil; 

g. pe$m$be$rdayaan m$asyarakat dan De$sa; 

h. pe$nge$ndalian pe$nduduk dan ke$luarga be$re$ncana; 
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i. pe$rhubungan;  

j. kom$unikasi dan inform$atika; 

k. kope$rasi, usaha ke$cil, dan m$e$ne$ngah; 

l. pe$nanam$an m$odal; 

m$. ke$pe$m$udaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. pe$rsandian; 

p. ke$budayaan; 

q. pe$rpustakaan; dan 

r. ke$arsipan. 

3) Urusan Pe$m$e$rintahan Pilihan se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 11 ayat (1) 

m$e$liputi: 

a. ke$lautan dan pe$rikanan; 

b. pariwisata; 

c. pe$rtanian; 

d. ke$hutanan; 

e$. e$ne$rgi dan sum$be$r daya m$ine$ral; 

f. pe$rdagangan; 

g. pe$rindustrian; dan 

h. transm$igrasi. 

 

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak 

 

Pe$nye$le$nggaraan pe$m$e$rintahan dae$rah di Indone$sia didasarkan pada prinsip otonom$i 

dae$rah, yang m$e$ncakup pe$ngaturan alokasi sum$be$r daya nasional, dan dapat 

m$e$m$be$rikan pe$luang untuk m$e$ningkatkan kine$rja dae$rah dalam$ pe$m$bangunan dan 

pe$nye$le$nggaraan pe$layanan publik. Se$bagai dae$rah otonom$ yang m$e$m$punyai hak, 

ke$kuasaan, dan ke$wajiban m$e$ngatur dan m$e$nge$lola anggarannya se$ndiri, sum$be$r 

daya ke$uangan dise$diakan untuk m$e$m$biayai pe$nye$le$nggaraan ne$gara dan 

pe$m$bangunan dae$rah. Pe$nye$diaan sum$be$r daya ke$uangan se$cara proporsional 

dicapai m$e$lalui re$gulasi yang adil, alokasi dan pe$nggunaan sum$be$r daya nasional 

se$rta ke$se$im$bangan fiskal antara pe$m$e$rintah pusat dan dae$rah. 
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Dalam$ m$e$nye$le$nggarakan pe$m$e$rintahan, dae$rah be$rhak m$e$nge$nakan pungutan 

ke$pada m$asyarakat. Pungutan yang be$rsifat paksaan ole$h ne$gara ke$pada rakyatnya 

harus didasarkan ole$h pe$raturan pe$rundang-undangan.16 Dalam$ rangka 

m$e$ningkatkan ke$m$am$puan ke$uangan dae$rah untuk m$e$laksanakan otonom$i dae$rah, 

pe$m$e$rintah te$lah m$e$laksanakan be$rbagai ke$bijakan pe$rpajakan dae$rah, antara lain 

de$ngan disahkannya Undang-Undang Nom$or 34 Tahun 2000 se$bagaim$ana te$lah 

diubah de$ngan Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan 

Re$tribusi Dae$rah.Pe$m$be$rian ke$we$nangan dalam$ pe$nge$naan pajak dae$rah diharapkan 

dapat m$e$ndorong pe$m$e$rintah dae$rah untuk te$rus be$rupaya m$e$ngoptim$alkan 

Pe$ndapatan Asli Dae$rah (PAD), khususnya yang be$rasal dari pajak dae$rah.17 

Pe$nye$rahan ke$we$nangan ke$pada pe$m$e$rintah dae$rah dianggap se$bagai bagian dari 

usaha m$e$m$pe$rsingkat pe$layanan ke$pada m$asyarakat dan m$e$m$pe$rce$pat prose$s 

pe$m$ungutan pajak di dae$rah. Ke$m$udian pe$lim$pahan ke$we$nangan dari pe$m$e$rintah 

pusat ke$pada pe$m$e$rintah dae$rah dalam$ m$e$m$ungut pajak m$e$rupakan salah satu ikhtiar 

pe$m$e$rintah dalam$ m$e$ningkatkan e$fisie$nsi dan e$fe$ktifitas pe$nge$lolaan sum$be$r daya 

ke$uangan dae$rah dalam$ rangka pe$ningkatan te$rhadap pe$layanan yang m$e$m$adai 

ke$pada m$asyarakat. 

 

Pe$ngalihan ke$we$nangan pe$m$ungutan pajak ke$pada pe$m$e$rintah dae$rah te$ntu saja 

dilakukan untuk m$e$ne$gaskan dukungan te$rhadap prose$s de$m$okrasi. Dalam$ hal 

pe$m$be$rian ke$we$nangan te$rse$but, be$rdasarkan Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 

2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan Dae$rah dan Undang-Undang Nom$or 33 Tahun 2004 

te$ntang Pe$rim$bangan Ke$uangan antara Pe$m$e$rintah Pusat dan Pe$m$e$rintah Dae$rah, 

pe$rluasan ke$we$nangan pe$rpajakan te$rse$but dilakukan de$ngan m$e$m$pe$rluas basis 

pajak dae$rah dan m$e$m$be$rikan ke$we$nangan ke$pada dae$rah dalam$ pe$ne$tapan tarif. 

Ke$we$nangan dae$rah untuk m$e$ne$ntukan obje$k pajak, basis pajak, m$e$m$ungut dan 

m$e$m$anfaatkan uang hasil pajak m$e$rupakan pe$nguatan posisi dan pe$ran pe$m$e$rintah 

dae$rah dalam$ prose$s pe$m$bangunan se$cara m$andiri. 

                                                        
16 Yuswanto, Op.Cit. hlm. 2 
17 Ghazali, “Politik Hukum: Pemberian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah", MU’AMALAT: 
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama 
Islam Negeri Mataram:2016). hlm. 71 
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Pe$m$be$rian ke$we$nangan ke$pada pe$m$e$rintah dae$rah untuk m$e$lakukan pe$m$ungutan 

pajak dae$rah dalam$ pe$laksanaan otonom$i se$lain m$e$m$pe$rtim$bangkan krite$ria-krite$ria 

yang be$rlaku se$cara um$um$, juga harus m$e$m$pe$rtim$bangkan ke$te$patan pajak dae$rah 

yang baik, yaitu:18 

a. M$udah dike$lola ole$h pe$m$e$rintah dae$rah se$te$m$pat (e$asy to adm$iniste$r 

locally). 

b. Dipungut utam$anya dari pe$nduduk lokal (im$pose$d m$ainly on local re$side$nt). 

c. Tidak m$e$nim$bulkan m$asalah harm$onisasi atau kom$pe$tisi antar pe$m$e$rintah 

dae$rah atau antara pe$m$e$rintah dae$rah de$ngan pe$m$e$rintah pusat. 

 

2.2 Kebijakan 

 

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

 

Ke$bijakan dalam$ Kam$us Be$sar Bahasa Indone$sia, diartikan se$bagai rangkaian 

konse$p dan asas yang m$e$njadi garis be$sar dan dasar re$ncana dalam$ pe$laksanaan suatu 

pe$ke$rjaan, ke$pe$m$im$pinan, dan cara be$rtindak (te$ntang pe$m$e$rintah, organisasi dan 

ke$lom$pok se$ktor swasta se$rta individu); pe$rnyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pe$dom$an untuk m$anaje$m$e$n dalam$ usaha m$e$ncapai sasaran.19 Se$cara e$tim$ologis, 

m$e$nurut Dunn m$e$nje$laskan bahwa istilah ke$bijakan (policy) be$rasal dari bahasa 

Yunani, Sankse$ke$rta dan Latin. Dalam$ bahasa Yunani dan ke$bijakan dise$but de$ngan 

“polis” yang be$rarti “ ne$gara-kota” dan sansake$rta dise$but de$ngan “pur” yang 

be$rarti “kota” se$rta dalam$ bahasa Latin dise$but de$ngan “politia” yang be$rarti 

“ne$gara”.20 

 

Se$cara um$um$ ke$bijakan m$e$rupakan aturan te$rtulis yang m$e$rupakan ke$putusan form$al 

organisasi yang be$rsifat m$e$ngikat anggota yang te$rkait de$ngan organisasi te$rse$but, 

yang dapat m$e$ngatur pe$rilaku de$ngan tujuan m$e$nciptakan tata nilai baru dalam$ 

                                                        
18 Khalimi dan Moch. Iqbal, Hukum Pajak: Teori dan Praktik, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama 
Raharja, 2020). hlm. 52 
19 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 
21.45 WIB. 
20 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press, 2007), hlm. 51 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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m$asyarakat. Be$rbe$da de$ngan hukum$ dan pe$raturan, ke$bijakan hanya m$e$njadi se$buah 

pe$dom$an tindakan dan tidak m$e$m$aksa se$pe$rti hukum$. M$e$skipun ke$bijakan m$e$ngatur 

apa yang bole$h dilakukan dan tidak bole$h dilakukan nam$un ke$bijakan hanya be$rsifat 

adaptif dan inte$pre$tatif. Ke$bijakan pada um$um$nya be$rsifat proble$m$ solving se$rta 

diharapkan be$rsifat um$um$ te$tapi tanpa m$e$nghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau 

le$m$baga, de$ngan kata lain ke$bijakan harus m$e$m$be$ri pe$luang di inte$rpre$tasikan se$suai 

de$ngan kondisi yang ada. 

 

Be$be$rapa ilm$uwan m$e$nje$laskan be$rbagai m$acam$ m$e$nge$nai ke$bijakan diantaranya, 

Carl Frie$drich m$e$nyatakan bahwa “ke$bijakan m$e$rupakan suatu arah tindakan yang 

diusulkan ole$h se$se$orang, ke$lom$pok atau pe$m$e$rintah dalam$ suatu lingkungan 

te$rte$ntu yang m$e$m$be$rikan ham$batan-ham$batan dan ke$se$m$patan-ke$se$m$patan 

te$rhadap ke$bijakan yang diusulkan untuk m$e$nggunakan dan m$e$ngatasi dalam$ rangka 

m$e$ncapai suatu tujuan, atau m$e$re$alisasikan suatu sasaran atau suatu m$aksud 

te$rte$ntu.21 

 

Se$m$e$ntara itu, Ande$rson m$e$nde$finisikan ke$bijakan se$bagai “A re$lative$ stable$, 

purposive$ course$ of action followe$d by an actor or se$t of actor in de$aling with a 

proble$m$ or m$atte$r of conce$rn.” Ke$bijakan m$e$rupakan arah tindakan yang 

m$e$m$punyai m$aksud yang dite$tapkan ole$h se$orang aktor atau se$jum$lah aktor dalam$ 

m$e$ngatasi suatu m$asalah atau pe$rsoalan.22 

 
Dalam$ ke$bijakan te$rdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), sasaran 

(obje$ctive$) atau ke$he$ndak (purpose$). Se$m$e$ntara itu, Jone$s m$e$nde$finisikan ke$bijakan 

se$bagai: “Pe$rilaku yang te$tap dan be$rulang dalam$ hubungan de$ngan usaha yang ada 

didalam$ dan m$e$lalui pe$m$e$rintah untuk m$e$m$e$cahkan m$asalah um$um$. De$finisi ini 

m$e$m$be$ri m$akna bahwa ke$bijakan itu be$rsifat dinam$is. Ini akan dibicarakan se$cara 

khusus dalam$ bagian lain, dalam$ hubungan de$ngan sifat dari ke$bijakan”.23 

                                                        
21 Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, (Yogyakarta: Gava 
Media, 2009), hlm. 18  
22 Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 83 
23 Said Zainal Abidin, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 25 
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Solichin Abdul Wahab m$e$nge$m$ukakan bahwa istilah ke$bijakan se$ndiri m$asih te$rjadi 

silang pe$ndapat dan m$e$rupakan ajang pe$rde$batan para ahli. M$aka untuk m$e$m$aham$i 

istilah ke$bijakan, Solichin Abdul Wahab m$e$m$be$rikan be$be$rapa pe$dom$an se$bagai 

be$rikut:24 

a. Ke$bijakan harus dibe$dakan dari Ke$putusan 

b. Ke$bijakan se$be$narnya tidak se$rta m$e$rta dapat dibe$dakan dari adm$inistrasi 

c. Ke$bijakan m$e$ncakup pe$rilaku dan harapan-harapan 

d. Ke$bijakan m$e$ncakup ke$tiadaan tindakan ataupun adanya Tindakan 

e. Ke$bijakan biasanya m$e$m$punyai hasil akhir yang akan dicapai 

f. Se$tiap ke$bijakan m$e$m$iliki tujuan atau sasaran te$rte$ntu baik e$ksplisit m$aupun 

im$plisit 

g. Ke$bijakan m$uncul dari suatu prose$s yang be$rlangsung se$panjang waktu 

h. Ke$bijakan m$e$liputi hubungan-hubungan yang be$rsifat antar organisasi dan 

yang be$rsifat intra organisasi 

i. Ke$bijakan publik m$e$ski tidak e$ksklusif m$e$nyangkut pe$ran kunci le$m$baga-

le$m$baga pe$m$e$rintah 

j. Ke$bijakan itu dirum$uskan atau dide$finisikan se$cara subye$ktif 

 

Be$rdasarkan pe$ndapat be$rbagai ahli te$rse$but di atas m$aka dapat disim$pulkan bahwa 

ke$bijakan adalah tindakan-tindakan atau ke$giatan yang se$ngaja dilakukan atau tidak 

dilakukan ole$h se$se$orang, suatu ke$lom$pok atau pe$m$e$rintah yang di dalam$nya 

te$rdapat unsur ke$putusan be$rupa upaya pe$m$ilihan diantara be$rbagai alte$rnatif yang 

ada guna m$e$ncapai m$aksud dan tujuan te$rte$ntu. 

 

2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan 

 

Ke$bijakan publik dalam$ prose$snya m$e$m$e$rlukan se$buah tahapan yang kom$ple$ks 

kare$na m$e$nggunakan banyak se$kali variable$ untuk m$e$ndukung ke$bijakan yang akan 

dite$ntukan, untuk itu banyak para ahli yang be$rke$cim$pung dalam$ dunia ke$bijakan 

                                                        
24 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40-50 
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m$e$lakukan se$buah kajian untuk m$e$ne$ntukan cara te$pat dalam$ m$e$lakukan prose$s 

ke$bijakan kare$na ke$bijakan publik m$e$m$e$rlukan tahap- tahap dalam$ prose$s 

pe$nyusunannya. 

 

M$e$nurut Dunn dalam$ tahapan-tahapan ke$bijakan publik te$rdiri dari:25 

a. Tahap Pe$nyusunan Age$nda. Para pe$jabat yang dipilih dan diangkat 

m$e$ne$m$patkan m$asalah apada age$nda publik. Se$be$lum$nya m$asalahm$asalah 

ini be$rkom$pe$tisi te$rle$bih dahulu untuk dapat m$asuk ke$ dalam$ age$nda 

ke$bijakan. Pada, akhirnya be$be$rapa m$asalah m$asuk ke$ age$nda ke$bijakan para 

pe$rum$us ke$bijakan.  

b. Tahap Form$ulasi Ke$bijakan. M$asalah yang te$lah m$asuk ke$ age$nda ke$bijakan 

ke$m$udian dibahas ole$h para pe$m$buat ke$bijakan. M$asalah-m$asalah tadi 

dide$finisikan untuk ke$m$udian dicari pe$m$e$cahan m$asalah te$rbaik. Pe$m$e$cahan 

m$asalah te$rse$but be$rasal dari be$rbagai alte$rnatif yang ada. Pada tahap ini 

m$asing-m$asing alte$rnatif be$rsaing untuk dapat dipilih se$bagai ke$bijakan yang 

diam$bil untuk m$e$m$e$cahkan m$asalah.  

c. Tahap Adopsi Ke$bijakan. Dari be$be$rapa alte$rnatif ke$bijakan yang ditawarkan 

ole$h para pe$rum$us ke$bijakan, pada akhirnya salah satu alte$rnatif ke$bijakan 

te$rse$but diadopsi de$ngan dukungan dari m$ayoritas le$gislatif, konse$nsus 

antara dire$ktur le$m$baga atau ke$putusan pe$radilan.  

d. Tahap Im$ple$m$e$ntasi Ke$bijakan. Ke$bijakan yang te$lah diam$bil dilaksanakan 

ole$h unit-unit adm$inistrasi yang m$e$m$obilisasikan sum$be$rdaya finansial dan 

m$anusia.  

e. Tahap Pe$nilaian Ke$bijakan. Pada tahap ini ke$bijakan yang te$lah dijalankan 

akan dinilai atau die$valuasi untuk m$e$lihat se$jauh m$ana ke$bijakan yang dibuat. 

Dite$ntukan ukuran-ukuran atau krite$riakrite$ria yang m$e$njadi dasar untuk 

m$e$nilai apakah ke$bijakan publik te$lah m$e$raih dam$pak yang diinginkan. 

 

                                                        
25 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press, 2003), hlm. 24 
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M$e$nurut Jam$e$s Ande$rson tahapan-tahapan pe$nyusunan ke$bijakan publik, yaitu 

m$e$liputi:26 

a. Form$ulasi M$asalah, tahap awal dalam$ siklus ke$bijakan di m$ana suatu m$asalah 

diide$ntifikasi dan dirum$uskan de$ngan ce$rm$at. Ini m$e$libatkan analisis 

m$e$ndalam$ te$ntang sum$be$r, dam$pak, dan akar pe$nye$bab m$asalah yang ingin 

diatasi. 

b. Form$ulasi Ke$bijakan, se$te$lah m$asalah te$ride$ntifikasi, langkah be$rikutnya 

adalah m$e$rum$uskan ke$bijakan untuk m$e$ngatasi atau m$e$nge$lolanya. 

Form$ulasi ke$bijakan m$e$libatkan pe$m$buatan re$ncana atau proposal konkre$t 

yang m$e$nguraikan langkah- langkah yang akan diam$bil. 

c. Pe$ne$ntuan Ke$bijakan, pada tahap ini, ke$bijakan yang diform$ulasikan 

die$valuasi dan dipilih untuk diadopsi. Prose$s ini m$e$libatkan ke$te$rlibatan 

pe$m$angku ke$pe$ntingan, diskusi publik, dan pe$ngam$bilan ke$putusan ole$h 

pe$m$buat ke$bijakan atau Le$m$baga yang be$rwe$nang. 

d. Im$ple$m$e$ntasi Ke$bijakan, se$te$lah ke$bijakan dite$tapkan, langkah se$lanjutnya 

adalah m$e$ngim$ple$m$e$ntasikannya. Ini m$e$libatkan alokasi sum$be$r daya, 

pe$re$ncanaan ope$rasional, dan e$kse$kusi langkah-langkah yang dije$laskan 

dalam$ ke$bijakan. M$onitoring dan pe$nge$ndalian dilakukan untuk m$e$m$astikan 

im$ple$m$e$ntasi yang e$fe$ktif. 

e. E$valuasi Ke$bijakan, tahap e$valuasi m$e$libatkan pe$nilaian kine$rja ke$bijakan 

se$te$lah diim$ple$m$e$ntasikan. E$valuasi dapat m$e$ncakup dam$pak ke$bijakan, 

e$fe$ktivitas dalam$ m$e$ncapai tujuan, dan dam$paknya pada m$asyarakat atau 

lingkungan. Hasil e$valuasi ini dapat digunakan untuk pe$rbaikan ke$bijakan 

se$lanjutnya atau pe$rubahan yang dipe$rlukan. 

 

M$e$nurut Holwe$t dan M$. Ram$e$sh be$rpe$ndapat bahwa prose$s ke$bijakan publik te$rdiri 

atats lim$a tahapan yaitu se$bagai be$rikut:27 

a. Pe$nyusunan Age$nda, yakni suatu prose$s agar suatu m$asalah bisa m$e$ndapat 

pe$rhatian dari pe$m$e$rintah.  

                                                        
26 Margareth Inof Riisyie Rantung, Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model), (Tondano: CV 
Tahta Media Group, 2024), hlm. 6-7 
27 A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005), hlm. 13 
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b. Form$ulasi Ke$bijakan, yakni prose$s pe$nyusunan pilihan-pilihan ke$bijakan 

ole$h pe$m$e$rintah. 

c. Pe$m$buatan Ke$bijakan, yakni prose$s ke$tika pe$m$e$rintah m$e$m$ilih untuk 

m$e$lakukan suatu tindakan atau tidak m$e$lakukan suatu tindakan.  

d. Im$ple$m$e$ntasi Ke$bijakan, yakni prose$s untuk m$e$laksanakan ke$bijakan agar 

m$e$ncapai hasil. 

e. E$valuasi Ke$bijakan, yakni prose$s m$e$m$onitor dan m$e$m$ilih ke$rja atau hasil 

ke$bijakan. 

 

2.3 Pajak Daerah 

 

2.3.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak 

 

Dalam$ Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2007 te$ntang Ke$te$ntuan Um$um$ dan Tata 

Cara Pe$rpajakan, dise$butkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib ke$pada ne$gara 

yang te$rutang ole$h orang pribadi atau badan yang be$rsifat m$e$m$aksa be$rdasarkan 

undang-undang de$ngan tidak m$e$ndapatkan im$balan se$cara langsung dan digunakan 

untuk ke$pe$rluan ne$gara bagi se$be$sar-be$sarnya ke$m$akm$uran rakyat. 

 

M$e$nurut be$rbagai m$acam$ bahasa, kata pajak dike$nal de$ngan istilah tax (Bahasa 

Inggris), im$port contribution, droit (Bahasa Prancis), ste$ue$r, abagade$, ge$buhr 

(Bahasa Je$rm$an), tributo, gravam$e$n, tasa (Bahasa Spayol), be$lasting (Be$landa).28 

Pajak dari bahasa latin ”rate$”, yang artinya adalah iuran rakyat ke$pada ne$gara yang 

be$rdasarkan undang-undang, se$hingga dapat dipaksakan dan rakyat tidak 

m$e$ndapatkan balas jasa se$cara langsung.29 

 

Ada be$rbagai pe$nge$rtian atau de$finisi m$e$nge$nai pajak m$e$nurut para ahli, khususnya 

para ahli di bidang ke$uangan ne$gara (public finance$), e$konom$i, atau pun hukum$, 

yaitu se$bagai be$rikut: 

 

                                                        
28 Yuswanto, Op.Cit, hlm. 2 
29 Mohammad Taufik, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018). hlm. 11 
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M$e$nurut C.F. Bastable$, Pajak adalah a com$pulsory contribution of the$ we$alth of a 

pe$rson or body of pe$rsons for the$ se$rvice$ of the$ public powe$rs. Se$dangkan m$e$nurut 

H.C Adam$s, se$orang e$konom$ dan filsuf bangsa Am$e$rika, Pajak se$bagai a 

contribution from$ the$ citize$n to the$ support of the$ state$.30 

 

M$e$nurut Charle$s E$. M$c. Lure$, Pajak ialah ke$wajiban re$tribusi atau ke$wajiban yang 

dibe$bankan ke$pada wajib pajak (orang pribadi/badan) ke$pada ne$gara ataupun 

instansi publik guna m$e$m$biayai se$gala m$acam$ be$ntuk pe$nge$luaran publik.31 

M$e$nurut Fie$ldm$an, bahwa pajak m$e$rupakan pre$stasi yang dipaksakan se$pihak ole$h 

dan te$rhutang ke$pada pe$nguasa (m$e$nurut norm$a-norm$a yang dite$tapkan se$cara 

um$um$), tanpa adanya kontrapre$stasi dan se$m$ata-m$ata digunakan untuk m$e$nutupi 

pe$nge$luaran um$um$.32 

 

M$e$nurut Sm$e$e$ts, bahwa pajak m$e$rupakan pre$stasi ke$pada pe$m$e$rintah yang te$rhutang 

m$e$lalui norm$a-norm$a um$um$, se$rta dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapre$stasi 

yang dapat ditunjukkan. 

 

M$e$nurut Andriani, bahwa pajak m$e$rupakan iuran ke$pada ne$gara (yang dapat 

dipaksakan) yang te$rhutang ole$h yang wajib m$e$m$bayarnya m$e$nurut pe$raturan-

pe$raturan, de$ngan tidak m$e$ndapat pre$stasi ke$m$bali yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya untuk m$e$m$biayai pe$nge$luaran-pe$nge$luaran um$um$ be$rhubung 

de$ngan tugas ne$gara dalam$ m$e$nye$le$nggarakan pe$m$e$rintahan. 

 

M$e$nurut Rohm$at Soe$m$itro, bahwa pajak m$e$rupakan iuran rakyat ke$pada kas ne$gara 

be$rdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak m$e$ndapat jasa tim$bal 

(kontrapre$stasi) se$cara langsung yang dapat ditunjukkan, se$rta digunakan untuk 

m$e$m$bayar pe$nge$luaran um$um$. De$finisi te$rse$but se$lanjutnya dikore$ksi ole$hnya 

se$hingga be$rbunyi, bahwa pajak adalah pe$ralihan ke$kayaan dari rakyat ke$pada kas 

                                                        
30 Khalimi dan Moch. Iqbal, Op.Cit, hlm. 1 
31 Mohammad Taufik, Op.Cit, hlm. 11 
32 Mustaqiem, Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, (Yogyakarta: Buku 
Litera Yogyakarta, 2014). hlm. 31 
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ne$gara guna m$e$m$biayai pe$nge$luaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public 

saving yang m$e$rupakan sum$be$r utam$a untuk m$e$m$biayai public inve$stm$e$nt.33 

 

Pajak m$e$nurut Soe$parm$an, bahwa pajak iuran wajib be$rupa uang atau barang yang 

dipungut ole$h pe$nguasa be$rdasarkan norm$a-norm$a hukum$, guna m$e$nutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kole$ktif dalam$ m$e$ncapai ke$se$jahte$raan um$um$. 

 

Pajak dianggap se$bagai instrum$e$n yang sangat pe$nting, yaitu se$bagai sum$be$r 

pe$ndapatan ne$gara dalam$ m$e$m$biayai se$luruh ke$pe$rluan untuk pe$m$bangunan ne$gara 

se$cara m$e$nye$luruh. Pajak yang dipungut pe$m$e$rintah ke$pada m$asyarakat se$cara 

um$um$ m$e$m$punyai 4 fungsi, yaitu se$bagai be$rikut:34 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budge$te$r) 

Pajak se$bagai sum$be$r utam$a pe$m$asukan ke$uangan ne$gara, pajak digunakan 

untuk m$e$m$biayai pe$nge$luaran untuk se$luruh pe$m$bangunan baik pe$ndidikan, 

e$konom$i, dan ke$se$hatan se$cara nasional. 

2. Fungsi M$e$ngatur (Fungsi Re$gulasi) 

Fungsi pajak untuk m$e$ngatur ke$bijakan ne$gara pada bidang sosial e$konom$i. 

Fungsi re$gulasi ini diantaranya: 

a. Pajak be$rfungsi m$e$ngham$bat laju inflasi 

b. Pajak be$rfungsi untuk m$e$ndorong ke$giatan e$kspor im$por. 

c. Pajak be$rfungsi m$e$m$be$rikan pe$rlindungan atas barang produksi 

dalam$ ne$ge$ri, contohnya Pajak Pe$rtam$bahan Nilai (PPN). 

d. Pajak be$rfungsi m$e$narik dan m$e$ngatur inve$stasi m$odal yang dapat 

m$e$m$bantu pe$re$konom$ian ne$gara se$m$akin produktif. 

3. Fungsi Pe$m$e$rataan (Pajak Distribusi) 

Pajak be$rfungsi supaya dapat m$e$nye$suaikan atau m$e$nye$ratakan pe$ndapatan 

se$rta ke$se$jahte$raan se$tiap warga ne$gara. 

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak be$rfungsi m$e$nstabilkan kondisi atau ke$adaan pe$re$konom$ian ne$gara, 

contohnya dalam$ m$e$ngatasi inflasi, pe$m$e$rintah dapat m$e$ne$tapkan tarif pajak 

                                                        
33 Ibid, hlm. 32 
34 Mohammad Taufik, Op.Cit, hlm. 12 
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yang tinggi se$hingga be$rpe$ngaruh te$rhadap be$rkurangnya pe$re$daran uang. 

Contoh dalam$ m$e$ngatasi de$flasi adalah pe$m$e$rintah dapat m$e$nurunkan tarif 

pajak se$hingga pe$re$daraan uang akan m$e$ningkat. 

 
Je$nis-je$nis pajak untuk m$asyarakat atau wajib pajak dapat dike$lom$pokkan 

be$rdasarkan siste$m$ pe$m$ungutannya, instansi pe$m$ungut, dan sifatnya, yaitu se$bagai 

be$rikut: 

a. Je$nis Pajak Be$rdasarkan Siste$m$ Pe$m$ungutannya 

1) Pajak Langsung (Dire$ct Tax), yaitu pajak yang dipungut se$cara be$rkala dari 

wajib pajak be$rdasarkan surat ke$te$tapan pajak yang m$e$m$uat inform$asi 

m$e$nge$nai be$sarnya pajak (tarif pajak) yang dike$luarkan ole$h kantor pajak. 

M$isalnya pajak pe$nghasilan dan pajak bum$i dan bangunan (PBB). Ole$h 

kare$na itu, pajak langsung harus dibayar ole$h wajib pajak dan tidak dapat 

dialihkan. 

2)  Pajak Tidak Langsung (Indire$ct Tax), yaitu pajak yang dike$nakan ke$pada 

wajib pajak pada saat m$e$lakukan ke$giatan te$rte$ntu. Contohnya se$pe$rti 

dipungutnya pajak atas pe$njualan barang m$e$wah. Se$hingga, pajak ini 

dike$nakan hanya pada pe$njualan barang m$e$wah saja. Ole$h kare$na itu, pajak 

tidak langsung hanya be$rsifat se$m$e$ntara dan tidak dapat dipungut se$cara 

te$tap. 

 

b. Je$nis Pajak Be$rdasarkan Instansi Pe$m$ungutnya 

Pajak Pusat yang dike$lola ole$h Dire$ktorat Je$ndral Pajak yaitu, m$e$liputi:35 

1) Pajak Pe$nghasilan (PPh), m$e$rupakan je$nis pajak yang dike$nakan ke$pada 

se$tiap orang/individu atau pe$rse$orangan dan badan te$rte$ntu yang be$rkaitan 

de$ngan adanya pe$nghasilan yang dite$rim$a ole$h pihak te$rse$but, yang m$ana 

pe$rhitungannya dite$ntukan be$rdasarkan se$lam$a satu tahun pajak. 

2) Pajak Pe$rtam$bahan Nilai (PPN), PPN m$e$rupakan pajak yang dike$nakan atas 

konsum$si Barang Ke$na Pajak atau Jasa Ke$na Pajak di dalam$ Dae$rah Pabe$an 

(dalam$ Wilayah Indone$sia). Orang pribadi, pe$rusahaan, m$aupun pe$m$e$rintah 

                                                        
35 Khalimi dan Moch. Iqbal, Hukum Pajak: Teori dan Praktik, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama 
Raharja, 2020). hlm. 43-44 
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yang m$e$ngkonsum$si Barang Ke$na Pajak atau Jasa Ke$na Pajak dike$nakan 

PPN.  

3) Pajak Pe$njualan atas Barang M$e$wah (PPnBM$), se$lain dike$nakan PPN, atas 

pe$ngkonsum$sian Barang Ke$na Pajak te$rte$ntu yang te$rgolong m$e$wah, juga 

dike$nakan PPnBM$, yaitu se$bagai be$rikut: 

a) Barang te$rse$but bukan m$e$rupakan barang ke$butuhan pokok; atau 

b) Barang te$rse$but dikonsum$si ole$h m$asyarakat te$rte$ntu; atau 

c) Pada um$um$nya barang te$rse$but dikonsum$si ole$h m$asyarakat 

be$rpe$nghasilan tinggi; atau 

d) Barang te$rse$but dikonsum$si untuk m$e$nunjukkan status; atau 

e) Apabila dikonsum$si dapat m$e$rusak ke$se$hatan dan m$oral m$asyarakat, 

se$rta m$e$ngganggu ke$te$rtiban m$asyarakat. 

4) Be$a M$ate$rai, Be$a M$e$te$rai m$e$rupakan je$nis pajak yang dike$nakan atas 

pe$m$anfaatan dokum$e$n, se$pe$rti surat pe$rjanjian, akta notaris, se$rta kwitansi 

pe$m$bayaran, surat be$rharga, dan e$fe$k, yang m$e$m$uat jum$lah uang atau 

nom$inal diatas jum$lah te$rte$ntu se$suai de$ngan ke$te$ntuan. 

5) Pajak Bum$i dan Bangunan (PBB) te$rte$ntu, PBB adalah pajak yang dike$nakan 

atas ke$pe$m$ilikan atau pe$m$anfaatan tanah dan atau bangunan. PBB 

m$e$rupakan Pajak Pusat nam$un de$m$ikian ham$pir se$luruh re$alisasi pe$ne$rim$aan 

PBB dise$rahkan ke$pada Pe$m$e$rintah Dae$rah baik Provinsi m$aupun 

Kabupate$n/Kota. 

 

Pajak-pajak dae$rah yang dike$lola ole$h Pe$m$e$rintah Dae$rah baik Provinsi m$aupun 

Kabupate$n/Kota m$e$liputi:36 

1) Pajak Provinsi yaitu Pajak Ke$ndaraan Be$rm$otor, Be$a Balik Nam$a Ke$ndraan 

Be$rm$otor, Pajak Bahan Bakar Ke$ndaraan Be$rm$otor, Pajak Air Pe$rm$ukaan, 

Pajak Rokok. 

2) Pajak Kabupate$n/Kota yaitu Pajak Hote$l, Pajak Re$storan, Pajak Hiburan, 

Pajak Re$klam$e$, Pajak Pe$ne$rangan Jalan, Pajak M$ine$ral Bukan Logam$ dan 

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wale$t, Pajak 

                                                        
36 Djoko Muljono, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm. 10 
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Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan, Be$a Pe$role$han Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

 

c. Je$nis Pajak Be$rdasarkan Sifatnya 

1) Pajak Obje$ktif, Pajak obje$ktif m$e$rupakan pajak yang diam$bil/dipungut 

be$rdasarkan obje$knya, tanpa m$e$m$pe$rhatikan kondisi dari wajib pajak. yang 

dim$ana be$sar ke$cilnya pajak yang harus dibayarkan se$suai de$ngan 

kondisi/ke$m$am$puan wajib pajak Contohnya: pajak ke$ndaraan, pajak 

e$kspor/im$por, be$a m$asuk dan yang lainnya. 

2) Pajak Subje$ktif, Pajak subje$ktif m$e$rupakan pajak yang diam$bil/dipungut 

be$rdasarkan subje$knya, yang dim$ana be$sar ke$cilnya pajak yang harus 

dibayarkan m$e$nye$suaikan de$ngan kondisi/ke$m$am$puan wajib pajak. 

Contohnya: pajak pe$nghasilan dan pajak ke$kayaan. 

 

Pajak Dae$rah adalah kontribusi wajib ke$pada dae$rah yang te$rutang ole$h orang pribadi 

atau badan yang be$rsifat m$e$m$aksa be$rdasarkan Undang-Undang de$ngan tidak 

m$e$ndapatkan im$balan se$cara langsung dan digunakan untuk ke$pe$rluan dae$rah 

bagise$be$sar-be$sarnya ke$m$akm$uran rakyat.37 Se$lanjutnya, yang dim$aksud de$ngan 

pajak dae$rah m$e$nurut Rahardjo Adisasm$ita adalah “ke$wajiban pe$nduduk m$asyarakat 

m$e$nye$rahkan se$bagian dari ke$kayaan ke$pada dae$rah dise$babkan suatu ke$adaan, 

ke$jadian atau pe$rbuatan yang m$e$m$be$rikan ke$dudukan te$rte$ntu, te$tapi bukan se$bagai 

suatu sanksi atau hukum$”.38 

 

M$e$nurut Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi 

Dae$rah, Pajak Dae$rah adalah iuran wajib ke$pada dae$rah yang te$rutang ole$h orang 

pribadi atau badan yang be$rsifat m$e$m$aksa be$rdasarkan Undang-Undang, de$ngan 

tidak m$e$ndapatkan im$balan se$cara langsung dan digunakan untuk ke$pe$rluan dae$rah 

se$be$sar-be$sarnya juga ke$m$akm$uran rakyat. Se$lanjutnya, dalam$ Undang-Undang 

Nom$or 1 Tahun 2022 te$ntang Hubungan Ke$uangan antara Pe$m$e$rintah Pusat dan 

                                                        
37 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: Andi, 2018). hlm. 14 
38 Ibid 
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Pe$m$e$rintah Dae$rah, m$e$nde$finisikan pajak dae$rah se$bagai “kontribusi wajib ke$pada 

dae$rah yang te$rutang ole$h orang pribadi atau badan yang be$rsifat m$e$m$aksa 

be$rdasarkan undang-undang de$ngan tidak m$e$ndapatkan im$balan se$cara langsung dan 

digunakan untuk ke$pe$rluan dae$rah bagi se$be$sar-be$sarnya ke$m$akm$uran rakyat. 

 

Pajak dae$rah ini diatur de$ngan pe$raturan yang dike$luarkan ole$h pe$m$e$rintah dae$rah, 

dise$tujui ole$h badan-badan pe$rwakilan rakyat, dan dipungut ole$h le$m$baga-le$m$baga 

dalam$ struktur pe$m$e$rintahan dae$rah yang be$rsangkutan.39 Se$te$lah be$rlakunya 

Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah, 

pe$ngaturan pajak le$bih lim$inatif. Dilakukan pe$rluasan basis pajak dan re$tribusi yang 

m$e$njadi ke$we$nangan dae$rah.40 

 

Be$rikut ini ciri-ciri pajak dae$rah yang m$e$m$be$dakannya de$ngan pajak pusat: 

1. Pajak Dae$rah dapat be$rasal dari pajak asli dae$rah atau pajak pusat yang 

dise$rahkan ke$ dae$rah se$bagai pajak dae$rah, 

2. Pajak dae$rah hanya dipungut di wilayah adm$inistrasi yang dikuasainya, 

3. Pajak dae$rah digunakan untuk m$e$m$biayai urusan/pe$nge$luaran untuk 

pe$m$bangunan dan pe$m$e$rintahan dae$rah, dan 

4. Pajak dae$rah dipungut be$rdasarkan Pe$raturan Dae$rah (PE$RDA) dan 

Undangundang se$hingga pajaknya dapat dipaksakan ke$pada subje$k pajaknya. 

 

Pajak dae$rah yang baik pada prinsipnya harus dapat m$e$m$e$nuhi dua krite$ria yaitu:41 

1. Pajak Dae$rah harus m$e$m$be$rikan pe$ndapatan yang cukup bagi dae$rah de$ngan 

de$rajat otonom$i fiskal yang dim$ilikinya. 

2. Pajak Dae$rah harus se$cara je$las be$rdam$pak pada tanggung jawab fiskal yang 

dim$iliki ole$h pe$m$e$rintah dae$rah yang be$rsangkutan. 

 

                                                        
39 Lutfi, “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam 
Optimalisasi Penerimaan PAD”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi; Bisnis Birokrasi, Vol.XIV, 
No.1, (Departemen llmu Administrasi: FISIP Ul, Jakarta, Januari 2006). hlm. 3 
40 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika,2012). 
hlm. 85 
41 Tjip Ismail, “Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Era Otonomi Daerah”, Jurnal 
Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.2, (Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro, Semarang, April 
2011). hlm. 258 
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Pasal 2 Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi 

Dae$rah, m$e$m$bagi Pajak Dae$rah be$rdasarkan wilayah pe$m$ungutannya yang te$rdiri 

dari: 

1. Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Ke$ndaraan Be$rm$otor, Be$a Balik Nam$a 

Ke$ndaraan Be$rm$otor, Pajak Bahan Bakar Ke$ndaraan Be$rm$otor, Pajak Air 

Pe$rm$ukaan, dan Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupate$n/Kota, antara lain: Pajak Hote$l, Pajak Re$storan, Pajak 

Hiburan, Pajak Re$klam$e$, Pajak Pe$ne$rangan Jalan, Pajak M$ine$ral Bukan 

Logam$ dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Wale$t, Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2), dan 

Be$a Pe$role$han Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 

Dari se$gi pajak yang dipungut, m$asing-m$asing tingkat dae$rah (provinsi dan 

kabupate$n/kota) m$e$m$iliki je$nis yang be$rbe$da dan dise$suaikan de$ngan pote$nsi yang 

dim$iliki m$asing-m$asing dae$rah.42 

 

2.3.2 Sistem, Prinsip, Asas, dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

 

Siste$m$ Pe$m$ungutan Pajak te$rbagi m$e$njadi 3 (tiga), yaitu se$bagai be$rikut: 

a. Official Asse$ssm$e$nt Syste$m$ 

Official Asse$ssm$e$nt Syste$m$, m$e$rupakan suatu siste$m$ pe$m$ungutan pajak yang 

m$e$m$be$rikan ke$we$nangan ke$pada pe$m$e$rintah (fiskus) untuk m$e$ne$ntukan 

be$sarnya pajak yang harus dibayarkan ole$h wajib pajak. Fiskus adalah 

pe$rbe$ndaharaan pajak. 

b. Se$lf Asse$ssm$e$nt Syste$m$ 

Se$lf Asse$ssm$e$nt Syste$m$, m$e$rupakan suatu siste$m$ pe$m$ungutan pajak de$ngan 

m$e$m$be$ri we$we$nang ke$pada wajib pajak se$ndiri untuk m$e$ne$ntukan be$sarnya 

pajak yang harus dibayarkan. Dalam$ hal ini wajib pajak aktif, m$ulai dari 

                                                        
42 Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai 
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 
Provinsi Jawa Timur)”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Vol.5, No.2, (Fakultas Manajemen 
Pemerintahan: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Desember 2018). hlm. 95 
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m$e$nghitung, m$e$nye$torkan, dan m$e$laporkan se$ndiri pajak yang harus 

dibayarkan. Fiskus tidak ikut cam$pur, hanya saja m$e$ngawasi. 

c. With Holding Syste$m$ 

With Holding Syste$m$, m$e$rupakan suatu siste$m$ pe$m$ungutan pajak de$ngan 

m$e$m$be$ri we$we$nang ke$pada pihak ke$tiga (bukan fiskus dan bukan wajib 

pajak yang be$rsangkutan) untuk m$e$ne$ntukan be$sarnya pajak yang harus 

dibayarkan ole$h wajib pajak. 

 

Dalam$ m$e$ndukung ke$lancaran siste$m$ pe$m$ungutan pajak supaya be$rjalan de$ngan 

e$fe$ktif, te$rdapat 4 (e$m$pat) prinsip yang harus dijalankan dalam$ pe$laksanaan 

pe$m$ungutan pajak, yaitu se$bagai be$rikut: 

a. Prinsip Ke$adilan (E$quity) 

Ke$adilan dalam$ pe$m$ungutan pajak be$rarti pajak dike$nakan se$cara um$um$ 

se$rta se$suai de$ngan kondisi/ke$m$am$puan wajib pajak atau se$banding de$ngan 

tingkat pe$nghasilannya. 

b. Prinsip Ke$pastian (Ce$rtainty) 

Pe$laksanaan pe$m$ungutan pajak harus dilakukan de$ngan te$gas, je$las, se$rta ada 

ke$pastian hukum$. Hal ini be$rtujuan agar m$udah dim$e$nge$rti ole$h wajib pajak 

dan m$e$m$udahkan adm$inistrasi. 

c. Prinsip Ke$cocokan/Ke$layakan (Convie$nce$) 

Pajak yang dipungut he$ndaknya tidak m$e$m$be$ratkan wajib pajak. Yang 

artinya, dim$ana pe$m$e$rintah harus m$e$m$pe$rhatikan layak atau tidaknya 

se$se$orang dike$nakan pajak se$hingga orang yang dike$nai pajak akan de$ngan 

se$nang hati m$e$m$bayar pajak. 

d. Prinsip E$konom$i (E$conom$y) 

Pada saat m$e$ne$tapkan dan m$e$m$ungut pajak harus m$e$m$pe$rtim$bangkan biaya 

pe$m$ungutan pajak dan harus proporsional. Jangan sam$pai biaya 

pe$m$ungutannya le$bih tinggi daripada be$ban pajak yang dike$nakan. 

 

Supaya pe$laksanaan pe$m$ungutan pajak dapat be$rjalan de$ngan baik, adil, lancar, tidak 

m$e$ngganggu ke$pe$ntingan m$asyarakat, se$rta m$e$m$bawakan hasil yang baik te$rhadap 
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pe$ne$rim$aan kas ne$gara, harus dilakukan be$rdasarkan de$ngan asas-asas pe$m$ungutan 

pajak se$bagai be$rikut: 

a. Asas Pajak Dom$isili (Asas Te$m$pat Tinggal) 

Yaitu dalam$ tata cara pe$m$ungutan pajak harus m$e$m$pe$rhatikan asas dom$isili 

(asas te$m$pat tinggal). Ne$gara be$rhak m$e$nge$nakan pajak atas se$luruh 

pe$nghasilan wajib pajak yang be$rte$m$pat tinggal di wilayahnya, baik itu 

pe$nghasilan yang be$rasal dari dalam$ ne$ge$ri m$aupun luar ne$ge$ri. Asas pajak 

dom$isli ini be$rlaku untuk wajib pajak di dalam$ ne$ge$ri. 

b. Asas Pajak Sum$be$r 

Yaitu dalam$ tata cara pe$m$ungutan pajak harus m$e$m$pe$rhatikan dim$ana 

sum$be$r pajaknya be$rada. Ne$gara be$rhak m$e$nge$nakan pajak atas pe$nghasilan 

yang be$rsum$be$r di wilayahnya, tanpa harus m$e$m$pe$rhatikan te$m$pat tinggal 

wajib pajak. 

c. Asas Pajak Ke$bangsaan 

Yaitu dalam$ tata cara pe$m$ungutan pajak harus dihubungkan de$ngan 

ke$bangsaan suatu ne$gara.43 

 

Tata cara pe$m$ungutan pajak dapat dilakukan be$rdasarkan pada 3 (tiga) ste$lse$l pajak, 

yaitu se$bagai be$rikut: 

a. Ste$lse$l Pajak Nyata 

Yaitu pe$nge$naan pajak didasarkan pada obje$k (pe$nghasilan yang nyata), 

m$aka dari itu pe$m$ungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yaitu se$te$lah dike$tahui pe$nghasilan yang se$sungguhnya. Ste$lse$l nyata 

te$ntunya m$e$m$iliki ke$le$bihan dan ke$kurangan. Ke$le$bihan ste$lse$l nyata ini 

yaitu pajak yang dike$nakan le$bih re$alistis, se$dangkan ke$kurangan dari ste$lse$l 

pajak ini yaitu pajak baru dapat dike$nakan pada akhir pe$riode$ (se$te$lah 

dike$tahui pe$nghasilan yang se$sungguhnya). 

b. Ste$lse$l Pajak Anggapan 

Yaitu pe$nge$naan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

ole$h undang-undang. Contohnya yaitu, pe$nghasilan pada suatu tahun te$rte$ntu 

dianggap sam$a de$ngan tahun se$be$lum$nya, se$hingga pada awal tahun pajak 

                                                        
43 Mohammad Taufik, Op.Cit, hlm. 102 
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sudah dapat dite$ntukan be$sarnya pajak yang te$rutang untuk tahun pajak 

be$rjalan. Ke$le$bihan ste$lse$l pajak anggapan yaitu pajak dapat dibayar se$lam$a 

tahun be$rjalan, tanpa harus m$e$nunggu sam$pai akhir tahun. Ke$kurangan 

ste$lse$l pajak anggapan yaitu pajak yang dibayarkan tidak be$rdasarkan pada 

kondisi yang se$be$narnya. 

c. Ste$lse$l Pajak Cam$puran 

Yaitu pe$nge$naan pajak cam$puran ini m$e$rupakan pe$rpaduan antara ste$lse$l 

pajak nyata de$ngan ste$lse$l pajak anggapan. Be$sarnya pajak akan dihitung 

be$rdasarkan suatu anggapan pada awal tahun, ke$m$udian pada akhir tahun 

be$rsarnya pajak dise$suaikan de$ngan ke$adaan yang se$be$narnya. Jika jum$lah 

pajak yang se$be$narnya le$bih be$sar dari pada pajak m$e$nurut anggapan, m$aka 

wajib pajak harus m$e$nam$bah jum$lah pajaknya.  Nam$un, jika le$bih ke$cil 

ke$le$bihannya dapat dim$inta ke$m$bali. 

 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

Be$rdasarkan Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan 

Re$tribusi Dae$rah, bahwa Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan adalah 

Pajak atas bum$i dan/atau bangunan yang dim$iliki, dikuasai, dan/atau dim$anfaatkan 

ole$h orang pribadi atau badan, ke$cuali kawasan yang digunakan untuk ke$giatan usaha 

pe$rke$bunan, pe$rhutanan, dan pe$rtam$bangan. Ke$m$udian dalam$ Pe$raturan M$e$nte$ri 

Ke$uangan Re$publik Indone$sia Nom$or 208/PM$K.07/2018 te$ntang Pe$dom$an Pe$nilaian 

Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan, Pajak Bum$i dan Bangunan 

Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan yang se$lanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bum$i 

dan/atau bangunan yang dim$iliki, dikuasai, dan/atau dim$anfaatkan ole$h orang pribadi 

atau Badan, ke$cuali kawasan yang digunakan untuk ke$giatan usaha pe$rke$bunan, 

pe$rhutanan, dan pe$rtam$bangan. Bum$i adalah pe$rm$ukaan bum$i yang m$e$liputi tanah 

dan pe$rairan pe$dalam$an se$rta laut wilayah kabupate$n/kota, se$rta Bangunan adalah 

konstruksi te$knik yang ditanam$ atau dile$katkan se$cara te$tap pada tanah dan/atau 

pe$rairan pe$dalam$an dan/atau laut. 
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M$e$nurut M$ardiasm$o44, Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$de$saan dan Pe$rkotaan adalah 

pajak yang di ke$nakan pada bum$i dan /atau bangunan dim$anfaatkan yang dikuasai 

dan/atau yang dim$iliki ole$h orang badan atau pribadi, ke$cuali kawasan yang 

digunakan untuk ke$giatan pe$rhutanan, pe$rke$bunan, dan pe$rtam$bangan. Yang dim$ana 

bum$i m$e$rupakan pe$rm$ukaan tanah dan di bawahnya dan bangunan yakni konstruksi 

yang dibangun atau m$e$le$kat pada tanah dan/atau pe$rairan se$cara te$tap. Se$dangkan 

untuk se$ktor usaha pe$rke$bunan, pe$rhutanan, pe$rtam$bangan, dan usaha te$rte$ntu 

lainnya m$asih dipungut ole$h pe$m$e$rintah pusat. Pajak Bum$i dan Bangunan 

m$e$rupakan pajak yang sifatnya ke$be$ndaan yang tidak dite$ntukkan ole$h subje$k pajak 

de$ngan tidak m$e$ne$ntukan be$saran pajaknya. Nam$un dite$ntukkan de$ngan ke$adaan 

obje$k pajak yaitu bum$i dan atau bangunan de$ngan be$rdasarkan official asse$ssm$e$nt 

syste$m$. 

 

Pe$nge$naan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2) 

didasarkan pada dasar hukum$ yang kuat dan je$las, se$hingga wajib dipatuhi ole$h 

m$asyarakat dan pihak yang be$rsangkutan. Dasar hukum$ Pajak Bum$i dan Bangunan 

Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2), antara lain se$bagai be$rikut: 

1) Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi 

Dae$rah. 

2) Pe$raturan Pe$m$e$rintah Nom$or 91 Tahun 2010 te$ntang Je$nis Pajak Yang 

Dipungut Be$rdasarkan Pe$ne$tapan Ke$pala Dae$rah atau Dibayar Se$ndiri Ole$h 

Wajib Pajak. 

3) Pe$raturan Pe$m$e$rintah Nom$or 35 Tahun 2023 te$ntang Ke$te$ntuan Um$um$ Pajak 

Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah. 

4) Pe$raturan M$e$nte$ri Ke$uangan Re$publik Indone$sia Nom$or 208/PM$K.07/2018 

te$ntang Pe$dom$an Pe$nilaian Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan 

Pe$rkotaan. 

5) Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu Nom$or 3 Tahun 2011 te$ntang Pajak 

Dae$rah se$bagaim$ana te$lah diubah de$ngan Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n 

Pringse$wu Nom$or 5 Tahun 2019. 

                                                        
44 Mardiasmo, Op.Cit, hlm. 389 
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2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

Obje$k Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan adalah bum$i dan/atau 

bangunan yang dim$iliki, dikuasai dan/ atau dim$anfaatkan ole$h orang pribadi atau 

badan, ke$cuali kawasan yang digunakan untuk ke$giatan usaha pe$rke$bunan, 

pe$rhutanan, dan pe$rtam$bangan. Bum$i adalah pe$rm$ukaan bum$i yang m$e$liputi tanah 

dan pe$rairan pe$dalam$an se$rta laut wilayah dae$rah. Bangunan adalah konstruksi 

te$knik yang ditanam$ atau dile$katkan se$cara te$tap pada tanah dan/atau pe$rairan 

pe$dalam$an dan/atau laut.45 

 

Be$rdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak 

Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah m$e$nje$laskan obje$k PPB-P2 m$e$rupakan bum$i dan/atau 

bangunan yang dim$iliki, dikuasai, dan/atau dim$anfaatkan ole$h orang pribadi atau 

badan, ke$cuali dae$rah untuk pe$rke$bunan, pe$rhutanan, dan pe$rtam$bangan. Obje$k 

pajak bum$i m$e$rupakan pe$rm$ukaan bum$i, se$pe$rti sawah, tanah pe$karangan, lapangan 

dan se$gala se$suatu di bawahnya. Se$dangkan obje$k bangunan dapat be$rupa rum$ah, 

ge$dung, pabrik, dan GOR. 

Pasal 2 ayat (2) Pe$raturan M$e$nte$ri Ke$uangan Re$publik Indone$sia Nom$or 

208/PM$K.07/2018 te$ntang Pe$dom$an Pe$nilaian Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan 

dan Pe$rkotaan m$e$nge$lom$pokkan obje$k PBB-P2 m$e$njadi dua, yakni: 

1. Obje$k pajak um$um$ m$e$rupakan obje$k pajak yang m$e$m$iliki be$ntuk se$cara 

um$um$ de$ngan luas tanah yang m$e$m$e$nuhi krite$ria te$rte$ntu. Krite$ria te$rse$but 

dibe$dakan se$bagai obje$k pajak um$um$ standar dan obje$k pajak um$um$ 

nonstandar. 

2. Obje$k pajak khusus adalah obje$k pajak de$ngan konstruksi khusus atau 

ke$be$radaannya m$e$m$iliki m$akna te$rse$ndiri. Contoh: jalan tol, galangan kapal, 

lapangan golf, pabrik se$m$e$n, dan te$m$pat re$kre$asi. 

 

Se$lain itu, te$rdapat juga be$be$rapa obje$k yang dike$cualikan dari pe$nge$naan PBB-P2, 

se$pe$rti yang te$lah diuraikan dalam$ Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nom$or 28 

Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah, yaitu obje$k yang: 

                                                        
45 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016). hlm. 591 
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1. Digunakan m$e$nye$le$nggarakan pe$m$e$rintahan; 

2. Digunakan untuk te$m$pat sosial, ibadah, pe$ndidikan, ke$budayaan nasional, 

dan ke$se$hatan de$m$i ke$pe$ntingan m$asyarakat; 

3. Digunakan untuk m$akam$, pe$ninggalan kuno, atau se$je$nisnya; 

4. M$e$rupakan hutan lindung, hutan konse$rvasi, hutan wisata, tam$an nasional, 

tanah pe$ngge$m$balaan m$ilik de$sa, dan tanah ne$gara yang be$lum$ dibe$bani hak; 

5. Dim$anfaatkan ole$h pe$rwakilan diplom$atik dan konsulat atas asas tim$bal 

balik; dan 

6. Se$bagai te$m$pat suatu badan atau pe$rwakilan le$m$baga inte$rnasional se$suai 

Pe$raturan M$e$nte$ri Ke$uangan. 

 

Subje$k Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan adalah orang pribadi 

atau badan yang se$cara nyata m$e$m$punyai suatu hak atas bum$i dan atau m$e$m$pe$role$h 

m$anfaat atas bum$i, dan atau m$e$m$iliki, m$e$nguasai, dan atau m$e$m$pe$role$h m$anfaat atas 

bangunan.46 Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak 

Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah m$e$nde$finisikan subje$k pajak PBB-P2 adalah orang 

pribadi atau badan hukum$ yang se$be$narnya m$e$m$punyai hak atas bum$i dan/atau 

m$e$m$anfaatkan bum$i dan/atau m$e$m$iliki, m$e$nguasai, dan/atau m$e$m$anfaatkan 

bangunan. Be$rdasarkan pasal te$rse$but, se$tiap orang atau badan yang m$e$m$e$nuhi salah 

satu atau le$bih dari krite$ria yang te$lah dije$laskan dalam$ Pasal 78 ayat (1) dapat 

dise$but subje$k pajak. 

 

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 

Dasar pe$nge$naan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan adalah NJOP. 

Be$sarnya NJOP se$bagaim$an dim$aksud dite$tapkan se$tiap 3 (tiga) tahun, ke$cuali untuk 

obje$k pajak te$rte$ntu dapat dite$tapkan se$tiap tahun se$suai de$ngan pe$rke$m$bangan 

wilayahnya. Pe$ne$tapan be$sarnya NJOP se$bagaim$ana dim$aksud dilakukan ole$h 

Ke$pala Dae$rah.  

 

                                                        
46 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2013). hlm. 216 
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Dasar Pe$nge$naan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2) 

adalah NJOP yang m$e$m$punyai pe$nge$rtian yaitu harga rata-rata yang dipe$role$h dari 

transaksi jual be$li yang te$rjadi se$cara wajar, dan bilam$ana tidak te$rdapat nilai jual 

be$li, NJOP dite$ntukan m$e$lalui pe$rbandingan harga de$ngan obje$k lain yang se$je$nis, 

atau nilai pe$role$han baru, atau nilai jual obje$k pajak pe$ngganti. Be$rdasarkan 

pe$nge$rtian NJOP te$rse$but te$rdapat tiga pe$nde$katan pe$nilaian yang dapat dilakukan 

untuk m$e$ne$ntukan be$sarnya nilai NJOP yaitu: 

1) Pe$nde$katan Data Pasar (M$arke$t Data Approach) 

2) Pe$nde$katan Biaya (Cost Approach) 

3) Pe$nde$katan Pe$ndapatan (Incom$e$ Approach) 

 

2.4.4 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

         Perkotaan 

 

1) Tarif Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan 

Be$rdasarkan Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah 

dan Re$tribusi Dae$rah Pasal 80, dite$tapkan paling tinggi se$be$sar 0,3% (nol 

kom$a tiga pe$rse$n). Nam$un, tarif Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan 

Pe$rkotaan m$e$njadi naik se$m$e$njak be$rlakunya Undang-Undang Nom$or 1 

Tahun 2022 te$ntang Hubungan Ke$uangan antara Pe$m$e$rintah Pusat dan 

Dae$rah, tarif PBB-P2 dalam$ Pasal 41 dite$tapkan paling tinggi se$be$sar 0,5% 

(nol kom$a lim$a pe$rse$n). Dim$ana yang be$rupa lahan produksi pangan dan 

te$rnak dite$tapkan le$bih re$ndah daripada tarif untuk lahan lainnya. Yang 

se$lanjutnya tarif PBB-P2 akan dite$tapkan de$ngan Pe$rda. 

 

2) Pe$rhitungan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan 

Cara untuk m$e$nghitung Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan 

(PBB-P2) te$rutang adalah de$ngan cara m$e$ngalikan tarif de$ngan dasar 

pe$nge$naan pajak se$te$lah dikurangi Nilai Jual Obje$k Pajak Tidak Ke$na Pajak. 

Contoh: PBB P-2 = Tarif x (NJOP-NJOPTKP). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

M$e$tode$ pe$ne$litian ini digunakan untuk m$e$m$pe$role$h data yang akurat. Pe$ne$litian 

hukum$ adalah ke$giatan ilm$iah yang be$rtujuan untuk m$e$nge$m$bangkan ilm$u hukum$ 

dan m$e$ne$m$ukan pe$rm$asalahan pada suatu ke$giatan. Se$te$lah m$e$nge$tahui 

m$asalahnya, m$aka pe$rlu m$e$ngadakan pe$nde$katan m$asalah. Langkah se$lanjutnya 

adalah m$e$ne$ntukan m$e$tode$ yang akan digunakan, dalam$ hal ini m$e$ncakup te$knik 

m$e$ncari, m$e$ngum$pulkan, m$e$ngolah, se$rta m$e$nganalisis data te$rse$but. 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pe$nde$katan m$asalah yang digunakan pada pe$ne$litian ini adalah pe$nde$katan hukum$ 

se$cara yuridis e$m$piris. Pe$nde$katan hukum$ yuridis e$m$piris m$e$rupakan pe$nde$katan 

yang dilakukan de$ngan cara m$e$lihat pada ke$nyataan langsung atau se$be$narnya dan 

m$e$ngum$pulkan inform$asi yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian, yang ditujukan ke$pada 

pihak-pihak yang be$rkom$pe$te$n di lokasi pe$ne$litian, agar dapat m$e$nge$tahui ke$je$lasan 

fakta yang te$rjadi di lokasi pe$ne$litian. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sum$be$r data yang digunakan dalam$ pe$ne$litian ini adalah data prim$e$r dan data 

se$kunde$r. 

 

3.2.1 Data Primer 

 

Data prim$e$r m$e$rupakan data yang dipe$role$h langsung dari pe$ne$litian de$ngan 

m$e$lakukan wawancara te$rhadap pihak te$rkait dalam$ pe$ne$litian ini, yaitu se$pe$rti 
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Ke$pala Badan Pe$ndapatan Dae$rah (Bape$nda) Kabupate$n Pringse$wu, dan Ke$pala 

Pe$kon di dae$rah se$te$m$pat, se$rta m$asyarakat se$te$m$pat se$bagai subje$k/wajib pajak. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

 

Data se$kunde$r m$e$rupakan data yang dipe$role$h dari be$rbagai sum$be$r hukum$, se$pe$rti 

pe$raturan pe$rundang-undangan, buku-buku lite$ratur hukum$, se$rta sum$be$r lainnya 

yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian. Data se$kunde$r yang digunakan yaitu, se$bagai 

be$rikut: 

a. Bahan Hukum$ Prim$e$r 

Bahan hukum$ prim$e$r, yaitu bahan yang diam$bil dari sum$be$r asli be$rupa 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang m$e$m$iliki ke$kuatan hukum$ dan be$rsifat 

m$e$ngikat yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian ini. Bahan hukum$ prim$e$r yang 

digunakan, antara lain: 

1) Undang-Undang Nom$or 33 Tahun 2004 te$ntang Pe$rim$bangan 

Ke$uangan antara Pe$m$e$rintah Pusat dan Pe$m$e$rintah Dae$rah. 

2) Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2007 te$ntang Ke$te$ntuan Um$um$ 

dan Tata Cara Pe$rpajakan. 

3) Undang-Undang Nom$or 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan 

Re$tribusi Dae$rah. 

4) Undang-Undang Nom$or 23 Tahun 2014 te$ntang Pe$m$e$rintahan 

Dae$rah. 

5) Undang-Undang Nom$or 1 Tahun 2022 te$ntang Hubungan Ke$uangan 

antara Pe$m$e$rintah Pusat dan Pe$m$e$rintah Dae$rah. 

6) Pe$raturan Pe$m$e$rintah Nom$or 35 Tahun 2023 te$ntang Ke$te$ntuan 

Um$um$ Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah. 

7) Pe$raturan M$e$nte$ri Ke$uangan Re$publik Indone$sia Nom$or 

208/PM$K.07/2018 te$ntang Pe$dom$an Pe$nilaian Pajak Bum$i dan 

Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan. 

8) Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu Nom$or 1 Tahun 2024 te$ntang 

Pajak Dae$rah dan Re$tribusi Dae$rah. 
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b. Bahan Hukum$ Se$kunde$r 

Bahan hukum$ se$kunde$r, yaitu bahan-bahan hukum$ yang m$e$m$be$rikan 

pe$nje$lasan m$e$nge$nai bahan hukum$ prim$e$r, se$pe$rti buku, lite$ratur, jurnal, 

karya ilm$iah, dan publikasi lainnya, se$rta pe$raturan-pe$raturan lain yang 

be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian. 

c. Bahan Hukum$ Te$rsie$r 

Bahan hukum$ te$rsie$r, yaitu bahan hukum$ yang m$e$m$be$rikan pe$tunjuk dan 

pe$nje$lasan te$rhadap bahan hukum$ prim$e$r dan bahan hukum$ se$kunde$r, se$pe$rti 

kam$us, m$ajalah, surat kabar, dan sum$be$r dari inte$rne$t yang re$le$van de$ngan 

pe$rm$asalahan pe$ne$litian.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Pe$ne$litian ini m$e$m$e$rlukan pe$ngum$pulan dan pe$ngolahan data, se$bagai be$rikut: 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prose$dur pe$ngum$pulan data dalam$ pe$ne$litian ini dapat dilakukan de$ngan cara, 

se$bagai be$rikut: 

a. Studi Ke$pustakaan (Library Re$se$arch) 

Studi ke$pustakaan, yaitu m$e$rupakan pe$ngum$pulan data yang dilakukan 

de$ngan cara m$e$m$baca, m$e$m$pe$lajari, m$e$ne$laah, dan m$e$ncatat, se$rta m$e$ngutip 

dari be$rbagai buku-buku, lite$ratur,dan pe$raturan pe$rundang-undangan yang 

be$rlaku, m$aupun dari sum$be$r ilm$iah lainnya yang be$rkaitan de$ngan 

pe$rm$asalahan pe$ne$litian. 

b. Studi Lapangan (Fie$ld Re$se$arch) 

Studi lapangan, yaitu m$e$rupakan pe$ngum$pulan data yang dilakukan de$ngan 

cara be$rupa wawancara langsung di lokasi pe$ne$litian, dan be$rsum$be$r 

langsung dari inform$an pihak te$rkait, de$ngan m$e$nggunakan pe$rtanyaan-

pe$rtanyaan  yang se$suai de$ngan pokok pe$rm$asalahan pe$ne$litian untuk 

m$e$m$pe$role$h data dan inform$asi yang dibutukan dalam$ pe$ne$litian. 
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3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 

Prose$dur pe$ngolahan data dalam$ pe$ne$litian ini dilakukan m$e$lalui cara, se$bagai 

be$rikut:  

a. Ide$ntifikasi data, yaitu de$ngan cara m$e$ncari dan m$e$nye$suaikan data yang 

re$le$van de$ngan pe$ne$litian ini. 

b. Pe$m$e$riksaan data, yaitu  m$e$ne$ntukan data se$suai de$ngan pokok bahasan, 

de$ngan cara m$e$m$e$riksa ke$m$bali data yang dipe$role$h, yang ke$m$ungkinan 

te$rdapat ke$salahan data atau ke$kurangan data. 

c. Klasifikasi data, yaitu de$ngan cara m$e$nghim$pun dan m$e$nge$lom$pokkan data 

se$suai ke$rangka bahasan, yang diklasifikasikan se$suai data yang sudah 

dite$ntukan. 

d. Pe$nyusunan data, yaitu de$ngan cara m$e$nyusun data se$cara siste$m$atis se$suai 

de$ngan pokok bahasan m$asing-m$asing, se$hingga data te$rse$but dapat de$ngan 

m$udah dianalisa se$suai susunan yang be$nar dan te$pat. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Data yang sudah diolah ke$m$udian dianalisis m$e$nggunakan m$e$tode$ analisis de$skriptif 

kualitatif, yaitu dilakukan de$ngan cara m$e$nginte$rpre$tasikan suatu data dan 

m$e$m$aparkannya se$cara siste$m$atis dalam$ be$ntuk kalim$at, supaya dapat m$e$m$be$rikan 

gam$baran yang je$las, se$hingga m$e$m$udahkan untuk m$e$narik suatu ke$sim$pulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Be$rdasarkan uraian pada hasil pe$ne$litian dan pe$m$bahasan se$be$lum$nya, m$aka dapat 

disim$pulkan be$be$rapa hal se$bagai be$rikut: 

 

1. Pe$laksanaan program$ Bape$nda M$e$layani Dari Pe$kon (BLANKON) m$e$rupakan 

inovasi yang dilakukan ole$h Badan Pe$ndapatan Dae$rah (Bape$nda) Kabupate$n 

Pringse$wu dalam$ rangka optim$alisasi pe$ne$rim$aan Pajak Bum$i dan Bangunan 

Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan (PBB-P2). Program$ ini m$e$m$anfaatkan pe$ran aparatur 

pe$kon (de$sa) se$bagai pe$rpanjangan tangan Bape$nda dalam$ pe$layanan dan 

pe$m$ungutan PBB-P2 langsung di tingkat de$sa. De$ngan adanya BLANKON, 

pe$layanan se$rta pe$m$bayaran pajak m$e$njadi le$bih de$kat, m$udah, dan transparan 

bagi m$asyarakat. Program$ BLANKON yang m$ulai dilaksanakan pada tahun 2023 

di Kabupate$n Pringse$wu m$e$m$be$rikan harapan baru dalam$ upaya optim$alisasi 

pe$ne$rim$aan PBB-P2. M$e$skipun pada tahun pe$rtam$a pe$laksanaan capaian 

re$alisasi m$asih re$ndah, pada tahun be$rikutnya m$ulai m$e$nunjukkan pe$ningkatan. 

Hal ini m$e$nunjukkan bahwa inovasi pe$layanan m$e$m$butuhkan waktu untuk 

adaptasi dan pe$ne$rim$aan dari m$asyarakat. De$ngan e$valuasi dan pe$nge$m$bangan 

yang be$rke$lanjutan, BLANKON be$rpote$nsi m$e$njadi solusi e$fe$ktif dalam$ 

m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n Pringse$wu. 

 

2. Faktor pe$ngham$bat yang m$e$m$pe$ngaruhi dalam$ pe$laksanaan program$ 

BLANKON untuk m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan PBB-P2 di Kabupate$n Pringse$wu, 

yaitu, se$pe$rti ke$ndala data dan adm$inistrasi, ke$te$rbatasan Sum$be$r Daya M$anusia, 
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ke$ndala te$knis dan infrastruktur yang m$asih be$lum$ m$e$m$adai, kurangnya 

ke$sadaran dan ke$patuhan wajib pajak, se$rta sosialisasi yang be$lum$ m$e$rata. 

 

5.2 Saran 

 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$m$bahasan yang te$lah diuraikan se$be$lum$nya, 

pe$nulis m$e$m$be$rikan be$be$rapa saran yaitu se$bagai be$rikut:  

 

1. Pe$m$e$rintah Dae$rah m$e$lalui Badan Pe$ndapatan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu 

diharapkan dapat m$e$ngoptim$alkan dan m$e$ningkatkan lagi upaya untuk 

m$e$ningkatkan pe$ne$rim$aan Pajak Bum$i dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan 

(PBB-P2) agar re$alisasi yang dite$rim$a pada tahun be$rikutnya dapat optim$al dan 

m$e$ncapai targe$t yang dite$tapkan. Pe$m$e$rintah dae$rah m$e$lalui Bape$nda pe$rlu 

m$e$ningkatkan sosialisasi dan e$dukasi ke$pada m$asyarakat dan aparatur pe$kon 

te$rkait pe$ntingnya pe$m$bayaran PBB-P2 se$rta m$anfaat Program$ BLANKON. Hal 

ini untuk m$e$ningkatkan ke$sadaran dan ke$patuhan wajib pajak dan Pe$m$e$rintah 

Dae$rah juga pe$rlu m$e$lakukan pe$ngawasan dan e$valuasi se$cara be$rkala te$rhadap 

pe$laksanaan program$ BLANKON untuk m$e$ngide$ntifikasi ke$ndala se$rta 

m$e$rum$uskan solusi yang te$pat. Sine$rgi antara Bape$nda, pe$m$e$rintah pe$kon, dan 

instansi te$rkait lainnya harus te$rus dipe$rkuat untuk m$e$ndukung ke$be$rhasilan 

program$ dan pe$ncapaian targe$t pe$ne$rim$aan PBB-P2. 

 

2. Pe$m$e$rintah Dae$rah m$e$lalui Badan Pe$ndapatan Dae$rah Kabupate$n Pringse$wu 

diharapkan untuk m$e$ngoptim$alkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam$ 

prose$s pe$laksanaan program$ BLANKON te$rse$but. Dipe$rlukan pe$latihan dan 

pe$ningkatan kapasitas aparatur pe$kon agar m$am$pu m$e$njalankan tugas pe$layanan 

dan pe$m$ungutan pajak se$cara profe$sional, transparan, dan akuntabe$l. 

Pe$nge$m$bangan dan pe$m$anfaatan aplikasi e$-pajak harus te$rus ditingkatkan agar 

prose$s pe$layanan pajak le$bih m$udah, ce$pat, dan m$inim$ risiko pe$nyim$pangan. 
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